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SEKAPUR SIRIH
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Pemilihan umum (pemilu), sebuah kata yang tidak asing lagi bagi
telinga warga negara Indonesia. Bagi warga negara Indonesia yang
telah berumur 17 (tujuh belas) tahun ke atas, pasti pernah berpartisipasi
dalam pemilu tersebut. Pada 17 April 2019 nanti, bangsa Indonesia
akan melaksanakan pemilu yang ke-12 (dua belas) dengan memilih
Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebelumnya telah dilaksanakan
pemilu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004,
2009, dan 2014.

Ada cacatan yang menarik mengenai pemilu yang telah
dilaksanakan pada tahun 1955 dengan pemilu sesudahnya. Pada
pemilu tahun 1955, azas pemilu yang dipergunakan kepada para
pemilih ada 6 (enam) seperti jujur, umum, berkesamaan, rahasia,
bebas, dan langsung. Azas ini terus dipergunakan pada pelaksanaan
pemilu tahun 1971 hingga 2014, kecuali azas berkesamaan (bahwa
semua warga negara yang telah mempunyai hak pilih mempunyai hak
suara yang sama, yaitu masing-masing satu suara) yang dihilangkan,
tetapi mempergunakan istilah baru yaitu LUBER - langsung, umum,

bebas, dan rahasia.
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Dalam penulisan naskah sumber arsip ini, penulisan berfokus
pada memilih DPR dan Konstituante (lembaga negara Indonesia
yang ditugaskan untuk membentuk undang-undang dasar baru
untuk menggantikan Undang-undang Dasar Sementara 1950). Selain
itu, dikemukakan juga mengenai proses pelaksanaan pemilu yang
dimulai dari tahap persiapan antara lain pihak-pihak yang terlibat
penyelenggaraan pemilu, biaya penyelenggaraan, pendataan dan
pendaftaran pemilih, pencetakan surat suara dan lain-lain hingga

hasil perolehan suara untuk DPR dan Konstituante.

Adahalyanglain yang akan dikemukakan dalam penulisannaskah
sumber ini, yaitu mengenai demokrasi, budaya politik, etika politik,
dan pendidikan politik. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang
diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Abraham
Lincoln); budaya politik suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat
yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat
seluruhnya. Salah satu wujud pengambilan keputusan secara kolektif
adalah melalui pemilu di mana rakyat berpartisipasi secara langsung
dalam proses tersebut; etika politik adalah sarana yang diharapkan
mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar
kekuatan sosial politik, serta antar kelompok kepentingan lainnya
untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan
mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi
dan golongan; dan pendidikan politik adalah proses pembelajaran
dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap

warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
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Dengan penulisan naskah sumber ini, kami berharap dapat
memberikan pelajaran yang baik bagi semua komponen masyarakat

dalam menambah wawasan pengetahuan dan pendidikan agar mereka

tidak buta dengan politik. Sungguh luar biasa apa yang telah dilakukan

oleh para pendahulu kita dalam memberikan pelajaran yang baik dalam

berpolitik.

Kami menyampaikan selamat atas diterbitkannya naskah sumber

arsip Jejak Demokrasi Dalam Pemilu 1955. Selain itu, kami menyampaikan

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat
dalam penyusunan naskah sumber arsip ini. Semoga naskah sumber
arsip ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan bermanfaat

untuk kepentingan pendidikan bagi generasi kini dan mendatang.

Jakarta, 10 April 2019
pala,

b

Dr. Mustari Irlawan, MPA

|
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/4 rsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga kearsipan nasional
menyimpan berbagai khazanah arsip, termasuk di dalamnya arsip yang berkaitan
dengan pemilihan umum (pemilu). Mengingat pemilu merupakan suatu peristiwa penting
tingkat nasional maka ANRI perlu menerbitkan naskah sumber arsip tentang pemilu. Hal
ini dalam rangka merawat memori kolektif bangsa mengenai suatu peristiwa bersejarah.
Pada kesempatan ini ANRI mengangkat tema mengenai Pemilu 1955. Sebab Pemilu 1955
merupakan pemilu pertama yang berhasil dilaksanakan secara demokratis dan menjadi

pedoman bagi pelaksanaan pemilu selanjutnya.
A. Latar Belakang

Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Sukarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus
1945 merupakan negara demokrasi. Pada sebuah negara demokrasi kedaulatan berada di
tangan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah yang menjalankan hak dan wewenangnya
atas nama rakyat. Salah satu pilar negara demokrasi adalah adanya pemisahan kekuasaan
eksekutif, legislatif, dan yudikatif (trias politika). Ketiga lembaga tersebut memiliki

kedudukan yang sama sehingga dapat saling mengontrol dan mengawasi (check and balance).

Ciri negara demokrasi antara lain: adanya legitimasi pemerintah, partai politik, adanya
pemilu yang bebas dan adil, serta pers yang bebas. Legitimasi merupakan penerimaan dan
pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan
melaksanakan keputusan politik. Salah satu cara menciptakan pemerintahan yang memiliki
legitimasi adalah melalui pemilu. Dalam pemilu partai-partai politik berlomba-lomba untuk

memperoleh dukungan dari masyarakat. Pihak yang memenangi pemilu akan tampil sebagai
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pihak yang memerintah. Sedangkan salah satu alat kontrol dalam pemilu adalah adanya

pers yang bebas memberitakan kejadian yang sebenarnya.

Sebenarnya pemerintah telah merencanakan pelaksanaan pemilu pada bulan Januari
1946, namun karena kondisi keamanan belum memungkinkan maka pemilu belum dapat
dilaksanakan. Seluruh komponen bangsa pada waktu itu memahami kondisi tersebut dan

mereka bersatu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
1. Kondisi Indonesia Pada Masa Demokrasi Parlementer

Pasca pengakuan kedaulatan oleh pihak Belanda pada tanggal 27 Desember 1949,
bentuk negara berubah menjadi negara serikat yang bernama Republik Indonesia Serikat
(RIS). Namun RIS berumur kurang dari setahun, atas kesepakatan dari tokoh-tokoh nasional
RIS dibubarkan dan kembali ke bentuk negara kesatuan yang bernama Republik Indonesia.
Perubahan itu juga disertai perubahan konstitusi, yang semula Konstitusi RIS diubah menjadi
Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Sedangkan sistem pemerintahan yang

dianut adalah sistem parlementer di mana pemerintahan dipimpin seorang perdana menteri.

Kegairahan dalam berdemokrasi di Indonesia diwujudkan dalam berbagai partai
politik dan organisasi massa yang terbagi dalam berbagai aliran politik. Jumlah partai
yang demikian banyak ditambah dengan semangat untuk mengutamakan kepentingannya
masing-masing telah menyebabkan terjadinya instabilitas politik. Instabilitas politik tersebut
ditandai dengan pergantian kabinet yang berlangsung sangat cepat. Mosi tidak percaya dari

pihak oposisi yang ada di parlemen dengan mudah menjatuhkan kabinet yang berkuasa.
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Meski kabinet yang berkuasa merupakan kabinet koalisi, namun kekuatan utama dalam
kabinet-kabinet tersebut adalah dua partai besar, yaitu PNI dan Masyumi. Sedangkan partai-
partai menengah dan kecil hanya menempatkan kadernya untuk mengisi jabatan menteri.
Hanya Kabinet Juanda saja yang menjadi perkecualian pada masa ini. Kabinet Juanda
merupakan zaken kabinet yang diisi oleh para profesional di luar partai politik. Berikut ini
kabinet-kabinet yang pernah berkuasa pada masa Demokrasi Parlementer: Kabinet Natsir
(September 1950 — Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951 — Februari 1952), Kabinet
Wilopo (April 1952 — Juni 1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953 — Agustus 1955),
Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955 — Maret 1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II
(Maret 1956 — Maret 1957), dan Kabinet Juanda (Maret 1957 — Juli 1959).

Konflik antara pemerintah dengan kelompok oposisi di parlemen diperparah dengan
pertentangan antara politisi di parlemen dengan Angkatan Darat. Mosi-mosi yang dikeluarkan
oleh parlemen dianggap pimpinan Angkatan Darat sebagai tindakan intervensi di dalam
masalah internal Angkatan Darat. Puncak dari konflik antara parlemen dan Angkatan Darat
terjadi pada tanggal 17 Oktober 1952. Saat itu 30.000 orang yang digerakkan oleh Angkatan
Darat menduduki gedung parlemen dan kemudian berunjuk rasa di depan Istana Merdeka.
Bukan itu saja, nampak beberapa pucuk meriam diarahkan ke Istana Merdeka. Kemudian
sekelompok perwira Angkatan Darat menemui Presiden Sukarno di Istana Merdeka dan
meminta presiden untuk membubarkan parlemen dan dilaksanakannya pemilu secepatnya.
Tuntutan dilaksanakan pemilu secepatnya secara prinsip disetujui oleh Presiden Sukarno,
namun tuntutan pembubaran parlemen ditolak karena Presiden Sukarno tidak mau menjadi

seorang diktator. Meskipun demikian Presiden Sukarno mereseskan parlemen pada hari
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itu juga (Ulf Sundhaussen: 1986, 123 — 130). Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap parlemen yang diangkat tanpa melalui pemilu itu sangat
rendah. Oleh karena itu, muncul desakan dari beberapa komponen masyarakat agar segera

dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota parlemen.

Solusi yang ditempuh Perdana Menteri Wilopo terhadap Peristiwa 17 Oktober 1952 ada
dua, yaitu mengupayakan rekonsiliasi di dalam tubuh Angkatan Darat dan mengupayakan
pemilu dalam waktu secepatnya. Upaya untuk menyatukan perpecahan dalam tubuh
Angkatan Darat tidak berhasil dilaksanakan oleh kabinet ini hingga Perdana Menteri Wilopo
mengembalikan mandatnya. Meskipun demikian tugas mempersiapkan pemilu berhasil
dilaksanakan oleh Kabinet Wilopo, hal itu ditandai dengan disahkannya Undang-undang
Nomor7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat pada tanggal 4 April 1953 oleh Presiden Sukarno. Tidak lama setelah pengesahan
undang-undang tersebut Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya dan digantikan oleh
Kabinet Ali Sastroamidjojo. Proses persiapan pemilu kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Ali
Sastroamidjojo, namun pemilu baru dapat dilaksanakan pada masa pemerintahan Kabinet

Burhanudin Harahap.
a. Budaya dan Etika Politik

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara,
penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan

yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat
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diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran
untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik
untuk masyarakat seluruhnya. Salah satu wujud pengambilan keputusan secara kolektif

adalah melalui pemilu di mana rakyat berpartisipasi secara langsung dalam proses tersebut.

Pada masa Demokrasi Parlementer budaya politik yang berkembang di Indonesia adalah
budaya politik partisipatif. Hal itu ditunjukkan ketika pemerintah mengumumkan rencana
pelaksanaan Pemilu 1955, rakyat secara antusias menyambut rencana tersebut. Bukan hanya
partai politik yang antusias, namun organisasi massa dan tokoh perorangan pun mengambil

bagian sebagai kontestan dalam Pemilu 1955.

Etika politik adalah sarana yang diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis
antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik, serta antar kelompok kepentingan lainnya
untuk mencapai kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan
bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Etika politik mutlak diperlukan bagi
perkembangan kehidupan politik. Etika politik merupakan prinsip pedoman dasar yang
dijadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya

dinyatakan dalam konstitusi negara.

Etika politik yang ideal belum berjalan pada masa Demokrasi Parlementer. Pada masa
itu yang menonjol justru semangat untuk mengutamakan kepentingan kelompok, akibatnya
parlemen dengan mudah menjatuhkan pemerintah. Hal ini tidak lepas dari konflik ideologi
yang muncul pada saat itu. Meski pada saat itu masih ada elite-elite politik yang memiliki
integritas tinggi seperti Sukarno, Mohammad Hatta, Mohammad Natsir, Sutan Sjahrir, dan

yang lainnya, tapi mereka tetap tidak bisa meredam konflik kepentingan antar kelompok.

Jejak Demokrasi Pemilu 1955
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b. Harmoni dan Kohesivitas Sosial

Harmoni sosial merupakan kondisi perpaduan berbagai unsur dalam masyarakat yang
dapat menjadikan para masyarakat hidup sejalan dengan tujuan masyarakat yang telah
terbentuk sebelumnya. Ini berarti harmoni akan terjadi saat masyarakat hidup rukun dan

saling menghormati atau toleran satu sama lain.

Bangsa Indonesia telah ditakdirkan hidup dalam berbagai macam tradisi, suku, dan
agama. Meskipun demikian secara umum bangsa Indonesia hidup dalam sebuah harmoni
yang didasarkan pada nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang. Dalam
masyarakat tradisional nilai-nilai luhur warisan nenek moyang masih terjaga dengan baik.

Bentuk harmoni sosial yang nampak dalam masyarakat adalah budaya gotong royong.

Kohesivitas adalah kesatuan yang terjalin dalam kelompok di mana di dalamnya terjadi
interaksi satu sama lain. Dalam negara yang baru merdeka seperti Indonesia kohesivitas
tercipta dari persamaan pengalaman pernah dijajah oleh bangsa lain dalam waktu lama.
Penderitaan saat dijajah oleh bangsa asing telah menimbulkan kesadaran kolektif untuk

menjadi bangsa merdeka.
2. Partai Politik di Indonesia

Partai politik pertama kali lahir di negara-negara Eropa Barat pada akhir abad ke-19.
Semangat awal dari kemunculan partai politik di negara-negara Eropa Barat adalah untuk
memperjuangkan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan raja. Namun pada masa
selanjutnya keanggotaan partai politik semakin luas dan menjadi penghubung antara rakyat

di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Menurut Miriam Budihardjo partai politik adalah
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suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai,
dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik
dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan
kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Miriam Budihardjo: 2007, 160 — 161).

Semangat untuk memiliki partai politik yang akan memperjuangkan nasib rakyat agar
menjadi lebih baik telah ada pada diri bangsa Indonesia sejak masa penjajahan Belanda.
Hal itu diwujudkan dengan berdirinya De Indische Partij pada tanggal 25 Desember 1912.
Partai tersebut didirikan oleh tiga serangkai tokoh intelektual Indonesia, yaitu E.F.E.
Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Pada tahun 1923 berdiri
Partai Sarekat Islam (PSI) yang merupakan penerus dari organisasi SI yang dibesarkan oleh
H.O.S. Cokroaminoto, guna lebih menegaskan sikap nasionalismenya maka PSI berganti
nama menjadi PSII pada tahun 1929. Pada tahun 1924 berdiri Partai Komunis Indonesia
(PKI) yang merupakan penerus dari Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV) yang
didirikan oleh Henk Sneevliet pada tahun 1914. Selanjutnya pada tahun 1927 berdiri pula
Partai Nasional Indonesia (PNI) yang digagas oleh dr. Cipto Mangukusumo, Mr. Sartono,
Mr. Iskaq Tjokroadisurjo, Mr. Sunaryo, dan Ir. Sukarno. Meski partai-partai tersebut berbeda
ideologi, namun mereka memiliki semangat yang sama, yaitu meraih kemerdekaan dan anti
kolonialisme Belanda. Oleh karena itu, banyak di antara tokoh partai-partai politik tersebut

yang kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara atau pengasingan.

Pada awal masa kemerdekaan, pemerintah atas usul Badan Pekerja Komite Nasional
Indonesia Pusat (BP KNIP) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh komponen

masyarakat untuk medirikan partai politik. Kebijakan itu dituangkan dalam Maklumat Wakil
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Presiden Nomor X tanggal 3 November 1945. Tujuan pendirian partai politik saat itu antara
lain sebagai sarana menampung segala paham dan aliran politik dalam masyarakat, serta
menunjukkan kepada dunia luar bahwa Indonesia merupakan negara yang berdemokrasi.
Selain itu keberadaan partai-partai politik diharapkan turut memperkuat perjuangan

mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
a. Permasalahan Partai Politik

Permasalahan mendasar pada partai politik di awal kemerdekaan Indonesia adalah
kerasnya pertentangan ideologi. Pada waktu itu, setiap partai politik berusaha untuk
mempengaruhi setiap individu agar mau bersikap dan mempunyai orientasi pikiran yang
sesuai dengan ideologi partai tersebut. Sosialisasi yang bersifat indoktrinasi pada masyarakat
yang pendidikannya relatif kurang tanpa disadari telah menyebabkan militansi berlebihan.
Pada sisi yang lain, kondisi bangsa Indonesia sedang menghadapi ancaman dari dalam dan
luar negeri menjadikan militansi tersebut salah satu modal perjuangan di tengah segala

keterbatasan.

Pada awal kemerdekaan partai-partai politik di Indonesia terbagi dalam beberapa
ideologi, seperti kebangsaan/nasionalis, agama, sosialis, dan komunis. Partai-partai yang
berideologi kebangsaan/nasionalis antara lain PNI, Partai Kedaulatan Rakyat (PKR),
dan Partai Rakyat Jelata (PR]). Partai-partai yang muncul berdasarkan agama antara lain
Masyumi, PSII, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik Republik Indonesia

(PKRI). Partai-partai yang berideologi sosialis antara lain Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan
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Partai Rakyat Sosialis (PRS). Sedangkan partai politik yang berideologi komunis antara lain
PKI dan Musyawarah Rakyat Banyak (Murba).

Perbedaan ideologi menjadi salah satu penyebab terjadinya pertikaian politik pada masa
itu. Sebagai contoh antara PNI dengan Masyumi yang berbeda dalam hal yang menyangkut
peran Islam dalam negara. Kemudian pertentangan ideologi juga terjadi antara PKI dengan

partai-partai agamis, terutama partai-partai Islam.
b. Partai Politik dan Nasionalisme

Meski partai-partai politik tersekat-sekat berdasarkan garis-garis ideologi, namun
semangat nasionalismenya sangat tinggi. Hal itu tercermin dari dukungan partai-partai
politik terhadap semangat untuk menentang kolonialisme. Hal itu dimungkinkan karena
sebagian besar pengurus dan kader partai politik adalah orang-orang yang turut berjuang

pada era Perang Kemerdekaan 1945-1949 atau masa-masa pergerakan nasional.
c. Fungsi Representasi Partai Politik

Dalam negara demokrasi partai politik memiliki fungsi representasi, yaitu merespon
dan mengartikulasi keinginan dari kader dan pemilihnya untuk disampaikan kepada pihak
pemerintah. Partai politik juga akan menjadi pengawal yang akan memastikan pemerintah
melaksanakan apa yang diinginkan oleh masyarakat luas. Partai politik yang ikut pemilu dan
memenangkan sejumlah suara akan menempatkan wakilnya di dalam parlemen. Anggota
partai yang masuk ke dalam parlemen ini membawa fungsi representasi dari warga negara

yang memilih partai tersebut.

Jejak Demokrasi Pemilu 1955
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B. Tujuan dan Urgensi Penulisan

Tujuan penulisan naskah sumber arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955 adalah untuk
menyampaikan kepada masyarakat mengenai khazanah arsip pemilu yang ada di ANRI,
khususnya arsip yang berkaitan dengan Pemilu 1955. Dengan demikian, masyarakat
pengguna arsip dapat lebih mudah mengakses tanpa perlu melakukan penelusuran arsip

dalam waktu yang lama.

Urgensi penulisan naskah sumber arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955 adalah agar
masyarakat luas dapat memahami dan meneladani nilai-nilai demokrasi yang tercermin
dalam Pemilu 1955. Diharapkan kisah sukses pelaksanaan Pemilu 1955 dapat menjadi

inspirasi bagi pelaksanaan pemilu di Indonesia pada saat ini dan masa yang akan datang.
C. Arsip Sebagai Sumber

Arsip dalam berbagai medianya merupakan sumber primer dalam penulisan sejarah.
Dalam penerbitan naskah sumber arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955 ini dilakukan penelusuran
tentang arsip-arsip yang berkaitan dengan kehidupan politik dan tata pemerintahan di
era Demokrasi Parlementer. Arsip-arsip tersebut terdapat dalam khazanah arsip Kabinet
Presiden Republik Indonesia 1950 — 1959, Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri Jilid
I & II, Kementerian Penerangan 1954 — 1956 dari berbagai daerah, Nahdlatul Ulama (NU)
1948 — 1979, serta berita Antara.

Arsip yang ditampilkan dalam terbitan ini berupa arsip tekstual dan foto yang

penyajiannya disertai dengan uraian tentang konteks peristiwanya. Diharapkan melalui
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uraian itu arsip lebih dapat “berbicara” sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat
awam. Meskipun demikian, arsip-arsip yang ditampilkan tetap memiliki bobot dan kredibel

sehingga dapat dijadikan referensi pada tulisan ilmiah.
D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada naskah sumber arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955 sebagai
berikut: Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan dan urgensi
penulisan, arsip sebagai sumber, dan sistematika penulisan. Bab II menjelaskan mengenai
stakeholder terkait penyelenggaraan Pemilu 1955, biaya penyelenggaraan Pemilu 1955,
pendataan dan pendaftaran pemilih, pencetakan surat suara dan distribusi logistik Pemilu
1955, serta sosialisasi dan kampanye Pemilu 1955, serta situasi keamanan menjelang Pemilu
1955. Bab III membahas mengenai pelaksanaan Pemilu 1955 di seluruh Indonesia berikut
proses pencoblosan dan penghitungan suara, suasana di sekitar tempat pemungutan suara
(TPS), partisipasi perempuan dalam Pemilu 1955, serta masalah yang muncul selama Pemilu
1955. Bab IV menjelaskan mengenai perolehan suara anggota DPR dan Konstituante pada
Pemilu 1955. Sedangkan Bab V berisi penutup yang menjelaskan dampak Pemilu 1955
terhadap kehidupan politik bangsa Indonesia.
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alah satu tolok ukur sebuah negara demokrasi adalah
d) dilaksanakannya sebuah pemilu yang jujur dan adil. Pemilu
merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat di mana rakyat
mempunyai peran dalam suksesi kepemimpinan nasional. Bangsa
Indonesia menyelenggarakan pemilu secara nasional untuk
petama kali pada tahun 1955 guna memilih anggota DPR dan
Konstituante. Pemilu 1955 dilaksanakan dalam dua tahap, tahap
pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 September untuk
memilih anggota DPR dan tahap kedua yang dilaksanakan pada

tanggal 15 Desember untuk memilih anggota Konstituante.

Dasar hukum pelaksanaan Pemilu 1955 adalah Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota
Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan

azas yang dianut dalam Pemilu 1955 adalah:

1. Jujur, artinya bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Umum, artinya setiap warga negara yang telah memenuhi
persyaratan minimal dalam usia, mempunyai hak memilih
dan dipilih.
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4. Rahasia, artinya bahwa setiap pemilih dalam memberikan suara dijamin tidak akan
diketahui oleh siapa pun dan dengan cara apa pun mengenai siapa yang dipilihnya.

5. Bebas, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hati
nuraninya, tanpa ada pengaruh, tekanan, paksaan dari siapa pun dan dengan cara apa
pun.

6. Langsung, artinya bahwa pemilih langsung memberikan suaranya menurut hati
nuraninya, tanpa perantara, dan tanpa tingkatan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953, Indonesia dibagi
dalam 16 daerah pemilihan, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta Raya,
Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Sulawesi Utara-Tengah, Sulawesi Tenggara-Selatan, Maluku, Sunda Kecil

Timur, Sunda Kecil Barat, dan Irian Barat.

Sedangkan sistem yang dipakai dalam Pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional.
Artinya setiap daerah pemilihan akan mendapat sejumlah kursi atas dasar jumlah
penduduknya, dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapat jatah minimum 6 kursi
untuk Konstituante dan 3 kursi untuk DPR. Jumlah anggota Konstituante adalah hasil bagi
antara total jumlah penduduk Indonesia dengan 150.000 dibulatkan ke atas. Sedangkan
jumlah anggota DPR seluruh Indonesia adalah total jumlah penduduk Indonesia dibagi
300.000 dan dibulatkan ke atas. Dengan demikian ada 260 kursi DPR yang diperebutkan dan
520 kursi Konstituante yang diperebutkan. Khusus untuk anggota Konstituante ditambah 14

wakil golongan minoritas yang diangkat oleh pemerintah.
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A. Stakeholder Terkait Penyelenggaraan Pemilu 1955

Dalam menjamin suksesnya sebuah pemilu diperlukan kerja sama antar stakeholder, baik itu
institusi pemerintah maupun institusi di luar pemerintah, termasuk di dalamnya masyarakat.

Berikut ini stakeholder yang berperan serta dalam menyukseskan Pemilu 1955.
1. Lembaga Penyelenggara Pemilu 1955

Tulang punggung pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu 1955 adalah Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Kehakiman. Kedua kementerian tersebut berupaya menyusun perangkat
hukum dan struktur kepanitiaan pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam melaksanakan
tugas tersebut Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehakiman bekerja sama dengan

Kantor Pemilihan Pusat (KPP) yang dibentuk melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1948.

Kementerian Kehakiman mengeluarkan beberapa keputusan dalam rangka menyusun struktur
panitia Pemilu 1955. Menteri Kehakiman mengeluarkan instruksi No.JB.2/9/3 tanggal 7 Juli 1953
tentang penggantian nama Kantor Pemilihan Pusat (KPP), Kantor Pemilihan (KP), dan Kantor
Pemungutan Suara (KPS) diganti menjadi Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), Panitia Pemilihan

(PP), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman No.JB.2/9/4 Und. tanggal 23 April 1953 dan
5/11/37/KDN tanggal 30 Juli 1953 susunan kepanitiaan dalam Pemilu 1955 seperti berikut:

a. PPI bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan
anggota DPR. Keanggotaan PPI sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya

9 (sembilan) orang dengan masa kerja 4 (empat) tahun.
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b. PP dibentuk di setiap daerah pemilihan untuk membantu persiapan dan
menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR. Susunan
keanggotaan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 7
(tujuh) orang anggota dengan masa kerja 4 (empat) tahun.

c. Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dibentuk di setiap kabupaten oleh Menteri Dalam
Negeri yang bertugas membantu PP mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan
anggota Konstituante dan anggota DPR.

d. PPSdibentuk disetiap kecamatan oleh Menteri Dalam Negeri dengan tugas mengesahkan
daftar pemilih, membantu persiapan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR,
serta menyelenggarakan pemungutan suara. Keanggotaan PPS sekurang-kurangnya
5 (lima) orang anggota dan camat karena jabatannya menjadi Ketua PPS merangkap
anggota. Wakil ketua dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas nama
Menteri Dalam Negeri.

Pada tanggal 3 Desember 1953 dilakukan serah terima tugas persiapan pemilu dari KPP
kepada PPI. Upaya pembentukan PPI sebenarnya telah diupayakan oleh Kabinet Wilopo.
Pada saat itu PPI diketuai oleh Mr. Asaat (non partai), tetapi terkatung-katung karena
tidak dicapai kata sepakat dari partai-partai koalisi yang ada di kabinet mengenai susunan
kepengurusannya. Baru ketika Kabinet Ali Sastroamidjojo berkuasa dilakukan penggantian
kepengurusan PPI. PPI kemudian diketuai oleh S. Hadikusumo (PNI), jabatan wakil ketua
dipegang oleh Rustam Sutan Palindih (PNI), Sudarnadi (PIR-Hazairin), Surjaningprodjo (NU),
Sudibjo (PSII), H. Sofjan Siradj (Perti), Sumarto (Parkindo), Hartojo (PKI), dan Asraruddin
(Partai Buruh). Susunan kepengurusan PPI ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor
188 Tahun 1953 tentang Pengangkatan PPI tanggal 7 November 1953. Sayangnya partai-
partai yang beroposisi terhadap Kabinet Ali Sastroamidjojo tidak memiliki wakil dalam PPI.
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Keputusan Presiden Republik
Indonesia No. 188 Tahun 1953
tentang Pengangkatan Panitia
Pemilihan Indonesia tanggal 7
November 1953

Sumber: ANRI, Sekretariat Negara RI: Seri
Produk Hukum Tahun 1949-2005 No. 5434
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Sejak bulan Januari 1954, struktur PP di daerah-daerah mulai dibentuk. Demikian pula
di wilayah Jakarta Raya, PP Jakarta Raya dilantik dan diambil sumpahnya oleh Menteri
Kehakiman Mr. Djody Gondokusumo. Ketua PP Jakarta Raya dijabat oleh seorang tokoh
perempuan Ny. S. Pudjobuntoro. Sedangkan PPK untuk kabupaten di Jakarta Raya dilantik
oleh Walikota Syamsuridjal. Pada gambar nampak Walikota Syamsuridjal sedang mengambil
sumpah PPK untuk Kabupaten Jakarta Selatan, Kabupaten Jakarta Timur, dan Kabupaten

Jakarta Tengah.

20
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. Pelantikan PPK Kabupaten Jakarta A
<« Pelantikan apggota .PP Jakarta Raya, Selatan, Timur, dan Tengah oleh Walikota
oleh Menteri Kehakiman Mr.Djody 5 3 .
! . yamsuridjal, Jakarta Januari 1954
Gondokusumo, Jakarta, 30 Januari 1954; Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 540129 FG 1-3
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 540130 FG 2 ’ ! '
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Pada tanggal 29 - 31 Maret 1954, PPI mengadakan konferensi di Jakarta untuk membahas

langkah-langkah kerja pelaksanaan Pemilu 1955. Hadir sebagai pembicara dalam konferensi

tersebut antara lain Presiden Sukarno, Ketua PPI S. Hadikusumo, Perdana Menteri Ali

Sastroamidjojo, dan Menteri Dalam Negeri Prof. Dr. Hazairin.

N |

A Presiden Sukarno tengah memberikan
amanat dalam pembukaan konferensi
PPI tanggal 29 Maret 1954
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 540329 FG 2
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A Ketua PPIS. Hadikusumo sedang
menyampaikan pidato pada
pembukaan konferensi PPI,
Jakarta 29 Maret 1954
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No.
540329 FG 8



Perdana Menteri Ali Sastroamijojo P>
tengah memberikan sambutan pada
penutupan konferensi PPI tanggal
31 Maret 1954
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 540331
FG2-2

\;‘ ‘v*\r. : “ﬁ \:!" 11'
' 1

Menteri Dalam Negeri Prof. Dr. Hazairin »>
tengah memberikan sambutan pada penutupan
konferensi PPI, Jakarta, 31 Maret 1954 i i - n
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 540331 FG 2-6 S 1| [T ji*
Ty

.. o
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Dalam penyusunan PP di tingkat provinsi,
sering diwarnai protes dari partai-partai yang tidak
terwakili dalam PP. Hal ini terjadi dalam penyusunan
PP di Provinsi Sumatera Tengah dan Sumatera Utara.
Dalam kasus di Sumatera Tengah, Partai Adat Rakyat
memprotes keras susunan PP di provinsi tersebut
yang dianggap hanya menguntungkan koalisi Ali

Sastroamidjojo-Wongsonegoro-Zainul Arifin.

Sedangkan di Sumatera Utara, Parkindo Cabang
Tapanuli Tengah menuntut agar partai tersebut diberi
kedudukan atau setidak-tidaknya ada wakil dari aliran
yang berazaskan Kristen Protestan duduk dalam PP
Sumatera Utara. Tuntutan tersebut didasarkan bahwa
penganut agama Kristen Protestan jumlahnya sangat
besar, yaitu sepertiga dari penduduk Sumatera Utara.
Selain itu, umat Kristen Protestan Sumatera Utara
juga memiliki kemampuan dan kejujuran dalam

menyelenggarakan Pemilu 1955.

Pada kasus di Kotapraja Palembang, PSII cabang
setempat mengeluarkan resolusi agar PP Kotapraja
Palembang dibubarkan. Hal itu dikarenakan susunan
PP Kotapraja Palembang yang terdiri atas 4 wakil PNI,
1 wakil Masyumi, 1 wakil PIR, dan 1 wakil Pemuda
Demokrat tidak mencerminkan aliran-aliran politik
yang ada di daerah tersebut. PSII Cabang Palembang
menghendaki agar PP Kotapraja Palembang diisi
oleh partai-partai yang memiliki pengaruh besar di

Palembang.
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2. Peran Civil Society

Masyarakat menganggap pemilu merupakan
cara yang terbaik untuk mengakhiri krisis politik
pada saat itu. Bahkan muncul desakan masyarakat di
berbagai daerah melalui organisasi massa dan partai
politik agar mempercepat pelaksanaan pemilu. Oleh
karena itu, ketika PPI mengumumkan pemilu untuk
anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September
dan pemilu untuk anggota Konstituante 15 Desember
1955 masyarakat menyambut gembira. Salah satunya
organisasi massa BTI Jawa Timur yang mengeluarkan

resolusi agar Pemilu 1955 dilaksanakan tepat waktu.

Selain menggunakan hak pilihnya, masyarakat
juga turut aktif menjadi panitia dan menyediakan lokasi
TPS di daerahnya masing-masing. Sedangkan anggota
masyarakat yang menjadi kader partai politik atau
organisasi massa peserta pemilu turut aktif memasang
alat peraga kampanye di sekitar tempat tinggalnya.
Nampak pada gambar masyarakat di suatu desa di
Cirebon sedang bergotong royong membangun TPS
untuk pemilu Konstituante. Dalam pembangunan TPS
di kampung-kampung semua warga terlibat tanpa

membeda-bedakan aliran politiknya.
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3. Media Massa

Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya
media massa yang bebas. Dalam Pemilu 1955 media
massa cetak dan elektronik memainkan peran penting
baik dalam proses sosialisasi dan pemantauan
pelaksanaan pemilu di seluruh Indonesia. Kegiatan
pemantauan bukan hanya dilakukan oleh media massa
Indonesia, namun juga media massa luar negeri baik

cetak maupun elektronik.

Guna memberi pemahaman kepada seluruh
warga masyarakat mengenai kegiatan PPI dalam
penyelenggaraan Pemilu 1955, PPI secara berkala
mengadakan konferensi pers. Para awak media sedang
mendengarkan keterangan Ketua PPI S. Hadikusumo
dalam sebuah konferensi pers pada tanggal 12 Maret
1954. Pada kesempatan lain nampak reporter RRI
Darmo Sugondo sedang mewawancarai Ketua Umum
PSI Sutan Sjahrir dan Ny. Poppy Sjahrir yang sedang
mengantre di TPS tanggal 29 September 1955.
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A Ketua PPI S.Hadikusumo sedang
memberikan keterangan pada acara
konferensi pers, Jakarta, 13 Maret 1954
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 540312 FG 2



Ketua Umum PSI Sutan Sjahrir sedang A
diwawancarai oleh reporter RRI Darmo
Sugondo, Jakarta 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 2-22

Pada saat itu, partai-partai politik juga memiliki
media massa dalam bentuk surat kabar seperti Suluh
Indonesia di bawah PNI, Harian Rakyat di bawah PKI,
Duta Masyarakat di bawah NU, dan Abadi di bawah
Masyumi. Surat kabar tersebut berperan melakukan
sosialisasi program-program partai kepada kader
dan simpatisannya di seluruh Indonesia. Ketika
tensi politik semakin meningkat menjelang Pemilu
1955 peran surat kabar sebagai media agitasi dan
propaganda juga meningkat. Surat kabar milik partai
politik digunakan sebagai sarana untuk menjatuhkan
partai lawan dan membentuk opini publik. Dalam
opini publik tersebut dibangun citra partai sendiri

lebih baik dari partai lawan.
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4. Kontestan Pemilu 1955

Pada Pemilu 1955 kontestan tidak hanya berasal
dari partai politik, namun juga organisasi massa dan
calon perorangan (orang tidak berpartai). Pemilihan
anggota DPR diikuti oleh 36 partai politik, 34
organisasi massa, dan 48 calon perorangan. Mereka
memperebutkan 260 kursi di DPR. Sedangkan
pemilihan anggota Konstituante diikuti oleh 39 partai
politik, 23 organisasi massa, dan 29 calon perorangan.
Mereka memperebutkan 520 kursi Konstituante. Para
peserta Pemilu 1955 bisa mengajukan nama-nama calon
anggota DPR dan Konstituante pada bulan Desember
1954.

Guna keperluan administrasi pemilu, PPI telah
mengeluarkan daftar para calon tetap anggota DPR

berikut dengan keterangan mengenai tanda gambarnya.

Ketetapan PPI tentang daftar calon ~ »
tetap pemilihan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat tahun 1954 untuk
tiap-tiap daerah pemilihan, 31 Juli 1955
Sumber: ANRI, Sekretariat Negara Kabinet
Perdana Menteri RI 1950-1959 No.1923
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BAASIA

A Beber l,tdgml ktt Pemilu 1955, baik itu

p artai politik, organisasi massa, maupun perorangan
mber: ANRI, Kemper [k a 1955
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B. Biaya Penyelenggaraan Pemilu 1955

Meski dalam kondisi perekonomian yang sulit, namun pemerintah berupaya
menyelenggarakan Pemilu 1955 dengan baik. Penyelenggaraan Pemilu 1955 menelan
biaya sebesar Rp 479.891.729. Dana sebesar itu digunakan untuk membiayai honor para
panitia penyelenggara, sosialisasi pemilu, pencetakan surat suara, pembuatan bilik-bilik

pencoblosan, serta distribusi surat suara ke seluruh Indonesia.

Semua pengeluaran untuk membiayai Pemilu 1955 dianggarkan oleh Kementerian Dalam
Negeri dan penyalurannya melalui Bank Indonesia. PPI bertanggung jawab mengelola dana
tersebut, termasuk di dalamnya memberi panduan kepada PP di daerah tentang penggunaan
dana tersebut. Selain itu, Ketua PPI secara berkala harus membuat laporan kepada Menteri

Dalam Negeri.

Sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh para kontestan pemilu tidak ada data yang pasti.
Namun secara umum dana yang digunakan oleh partai politik dan organisasi kemasyarakatan
peserta pemilu berasal dari iuran anggotanya dan sumbangan-sumbangan dari simpatisan
atau perusahaan. Pada masa ini muncul isu-isu yang menyatakan bahwa partai-partai
Islam seperti Masyumi dan NU yang menggunakan dana zakat untuk membiayai kegiatan
kampanye politiknya. Demikian juga PNI sebagai partai penguasa memperoleh keuntungan

dari kadernya yang duduk di institusi pemerintahan.

Menjawab kegelisahan para pengurus NU di daerah mengenai dalil penggunaan
zakat untuk membiayai kegiatan pemilu maka PB NU mengeluarkan pernyataan yang
dapat dijadikan pedoman bagi pengurus NU di daerah. Para pengurus NU di daerah boleh
meminjam dana zakat untuk pemilu asal para pengurus dalam kedudukan sebagai ghorim

(orang yang berhutang).
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A Surat Menteri Dalam Negeri kepada Surat PB NU mengenai pemungutan dan A
PPI tentang pengeluaran untuk pemilu penggunaan zakat untuk pemilu, 18 Mei 1954
melalui Bank Indonesia, 30 Juli 1954 Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama tahun 1948-1979 No. 2301

Sumber: ANRI, Sekretariat Negara Kabinet Perdana
Menteri RI 1950-1959 No. 1121
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C. Pendataan dan Pendaftaran Pemilih

Proses pendataan dan pendaftaran pemilih dimulai
pada bulan Mei dan selesai pada bulan November
1954. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki
hak pilih minimal telah berusia 18 tahun atau sudah
menikah. Pada saat itu tercatat 43.104.464 pemilih dari
total 77.987.879 penduduk Indonesia. Berdasarkan
jumlah penduduk tersebut maka ditetapkan kursi yang
diperebutkan untuk anggota Konstituante sebanyak 520
kursi dan DPR 260 kursi.

Pendataan dan pendaftaran pemilih di Jakarta
dimulai pada bulan Mei 1954. Guna mengejar target
maka pendataan dilakukan siang dan malam. Pada
gambar di samping tampak warga kampung Kebon
Sirih Timur Gang XIII tengah didata oleh petugas
Panitia Pendaftaran Pemilih. Terlihat warga sangat
antusias mendaftarkan diri sebagai calon pemilih dalam
Pemilu 1955.

Tabel daerah pemilihan dan jumlah >
perwakilan untuk duduk dalam
Konstituante/DPR di seluruh Indonesia
Sumber: ANRI, Sekretariat Negara Kabinet Perdana
Menteri 1950-1959 No. 1920
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Pendaftaran untuk pemilu di daerah Jakarta A
Raya, para petugas tengah mencatat nama
penduduk Kampung Kebon Sirih Timur
Gang XIII, Jakarta, 3 Mei 1954
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 540503 FG 1
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Bagi WNI yang berada di luar negeri tidak diberi
kesempatan untuk berpartisipasi dalam Pemilu 1955.
Hal tersebut diputuskan dalam rapat Dewan Menteri
ke-95 tanggal 8 Februari 1955 dan termuat dalam Surat
Pengumuman PPI Nomor 55/C/p/219 bw tanggal 19
Februari 1955. Menanggapi pengumuman tersebut
Dewan Pimpinan Masyumi Cabang Bojonegoro
mengeluarkan resolusi yang mengecam kebijakan itu.
Karena kebijakan tersebut berpotensi merugikan umat
Islam. Dewan Pimpinan Masyumi Cabang Bojonegoro
menuntut seharusnya di negara-negara yang ada
perwakilan pemerintah RI diselenggarakan pemilu
untuk WNI.

Resolusi DPC Masyumi Cab. Bojonegoro b
tentang isi dan makna pengumuman

dari PP, yaitu WNI yang di luar negeri
tidak turut serta menggunakan hak pilih
dalam pemilu, 29 Mei 1955

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI No. 987
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Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala
di berbagai daerah, seperti keterlambatan pendataan
dan pendaftaran pemilih. Hal itu terungkap dalam
surat Dewan Pimpinan Masyumi Cabang Tuban kepada
Presiden Sukarno pada tanggal 17 Oktober 1954. Dewan
Pimpinan Masyumi Cabang Tuban kemudian meminta
pemerintah pusat dan daerah bersangkutan agar lebih
proaktif melakukan pendataan dan pendaftaran pemilih

dengan mengerahkan seluruh sarana yang ada.

Pernyataan DPC Masyumi Tuban tentang P
keterlambatan pendataan calon pemilih
pemilu di berbagai daerah, 17 Oktober 1954
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 975
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D. Pencetakan Surat Suara dan Distribusi Logistik Pemilu 1955

Mengenai pencetakan surat suara , PPI menargetkan akan selesai pada tanggal 31 Juli
1955. Proses pencetakan surat suara dilaksanakan oleh Percetakan Negara dengan dibantu
oleh 21 percetakan swasta di Jakarta dan Bandung. Percetakan Negara dan rekanannya
mencetak 1.948.000 daftar calon tetap, serta 96.000.000 surat suara dan dokumen lainnya.
Dalam proses pencetakan tersebut dibutuhkan 2.250 ton kertas HVS. PPI juga telah
mengucurkan dana sebesar Rp 5 juta untuk biaya pembuatan peti-peti surat suara,

pengepakan, serta distribusi logistik pemilu ke berbagai daerah.

Kegiatan pencetakan surat suara di Percetakan Negara dilakukan siang-malam. Setelah
surat suara dicetak kemudian dilipat dan dipak ke dalam peti, selanjutnya ditimbang dan

didistribusikan ke berbagai daerah.
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Suasana di Percetakan Negara, di mana A
formulir-formulir tanda gambar untuk
pemilu sedang dicetak, 23 Juli 1955
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 550723 FG 3-8
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A Formulir-formulir tanda gambar untuk pemilu sedang
dicetak di Percetakan Negara Jakarta, 23 Juli 1955
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 550723 FG 3-7
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Formulir tanda-tanda gambar sedang dilipat dan dihitung A
untuk dikirimkan ke daerah-daerah, 23 Juli 1955
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 550723 FG 3-6, 550723 FG 3-11
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A Formulir-formulir tanda gambar untuk pemilu

44

Seorang petugas sedang mendata »>
peti-peti surat suara, 23 Juli 1955
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 550723 FG 3-13

tengah dimasukkan ke dalam peti untuk dikirim
ke daerah-daerah, 23 Juli 1955
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 550723 FG 3-12
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Ruang pengiriman formulir tanda-tanda
gambar untuk pemilu 23 Juli 1955
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 550723 FG 3-10

< Kertas suara untuk pemilu yang telah
dikemas ke dalam peti kayu untuk
didistribusikan ke daerah-daerah,

23 Juli 1955

Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 550723 FG 3-14
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E. Sosialisasi dan Kampanye Pemilu 1955
1. Sosialisasi Pemilu 1955

Salah satu tahapan dalam pemilu adalah sosialisasi dan kampanye. Kegiatan sosialisasi
Pemilu 1955 bertujuan untuk memberi gambaran kepada masyarakat luas mengenai proses
pelaksanaan pemilu berikut tujuannya. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan
partisipasi masyarakat dalam Pemilu 1955 menjadi besar. Sosialisasi Pemilu 1955 dilakukan
dalam berbagai media, termasuk melalui pemasangan baliho, pamflet, dan poster di berbagai

tempat strategis.

A Baliho sosialisasi Pemilu 1955
Sumber: ANRI, Kempen DIY 1950-1965 No. 5035, No. 550724 FL 5
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Mengenai siapa saja yang memiliki hak pilih dan yang tidak
memiliki hak pilih disosialisasikan dalam berbagai media, termasuk
dalam bentuk poster. Orang yang memiliki hak pilih adalah
WNI baik laki-laki maupun perempuan, telah berusia 18 tahun
atau sudah/pernah kawin, berpikiran sehat, dan tidak sedang
menjalankan hukuman. Sedangkan orang yang tidak memiliki hak
pilih adalah seseorang yang tidak didaftar sebagai pemilih, bukan
WNI atau menolak menjadi WNI, belum berusia 18 tahun, terganggu

pikirannya atau gila, dan sedang menjalani hukuman.

Persyaratan seseorang dapat dicalonkan sebagai anggota
legislatif sebagai berikut: WNI laki-laki/perempuan, sudah berusia
25 tahun, tidak kehilangan hak pilih, tidak sedang menjalani
hukuman, tidak terganggu ingatannya. Selain itu yang bersangkutan
menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan dan menyetujui

posisinya dalam urutan daftar calon legislatif.

Anggota APRI dan Polisi juga memiliki hak pilih, mereka
didaftar di asramanya masing- masing. Jika pada saat hari pemilihan
mereka sedang melaksanakan tugasnya di daerah lain, mereka tetap

dapat menggunakan hak pilihnya.

17, SJPEAT? ORAMS JIND ANUN DIKENUEAEAN SERIGAT TIk=

TR ESTL , LAXT ATAD WANTTL
W 3% TASN

wSAN HAX PILIH

. TITAE SEDANG MENDJULANT WUKUMAN

. TITUX TERGANGOU INGATANEJA.

Poster sosialisasi Pemilu 1955 »
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta KR
540909 FG 1-2; KR 540909 FG 1-19
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7. ANGGOTA? TENTARA ATAU POLISI DJUGA MEMPUNJAI HAK Di-
LAY PEMILIHAN. MEREEA ITU DIDAFTAREAN DIASRAMAZ ATAU
TEPAT? DIMANA MEREEA DIKUMPULIAN.

Poster sosialisasi Pemilu 1955 untuk anggota APRI A
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. KR 540909 FG 1-6; 540909 FG 1-14
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Meski baru pertama kali diadakan, indikasi

-

adanya politik uang telah terjadi pada Pemilu
1955. Oleh karena itu masyarakat diingatkan untuk
menolak politik uang karena bukan saja akan
merusak hak azasinya, namun juga melanggar

hukum.

Sosialisasi juga dilakukan secara langsung
melalui penyuluhan oleh panitia pemilihan atau

petugas jawatan penerangan kepada masyarakat

i

calon pemilih. Seorang petugas dari Jawatan

Penerangan Kabupaten Nganjuk sedang memberikan
penjelasan mengenai urutan pemilu. Meski anak-
anak belum memiliki hak pilih, mereka tetap ingin
tahu urutan pemilu. 23. HASUS PULA DIINGATINJA SUPAJA 1/ DJANGAN TER-
PENGARUH DENGAN HADIAHZ JANG DIDJANDJTEAN O-

Poster sosialisasi Pemilu 1955 p

tentang bahaya politik uang INI BUEAN SADJ) BERARTI DIPILIH TELAR MERUSAE
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. HAK ASASINJA SEBAGAL VARGANEGARA, MALAH BJUGA
KR 540909 FG 1-1 1A BERTENTANGAN DENGAN HUKUMAN NEGARA,

Sosialisasi pemilu oleh petugas Jawatan Penerangan  p>
Kabupaten Nganjuk, 10 Agustus 1955
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. R 550810 FG 2-4
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Sebagai pemilik hak suara anggota Angkatan Darat Republik Indonesia (ADRI) juga
memperoleh sosialisasi pemilu. Pemandangan sosialisasi pemilu di lingkungan ADRI di
Jakarta pada tanggal 4 Mei 1954. Jawatan Penerangan Jakarta melakukan sosialisasi pemilu

secara berkeliling dari kampung ke kampung dengan menggunakan mobil berpengeras

suara.

LU AR o =T e

A Sosialisai pemilu untuk anggota A Penerangan keliling untuk para penduduk
ADRI, Jakarta 4 Mei 1954 menjelang hari pemilu, Jakarta, 10 Agustus 1955
Sumber: Kempen Jakarta No. 540504 FG 1 Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. R 550810 FG 2-2
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Sosialisasi Pemilu 1955 juga dilakukan dengan cara penyebaran pamflet dari udara
menggunakan pesawat L4] Piper Cub milik AURI. Pesawat tersebut terbang dari Lanud

Cililitan (Halim Perdanakusuma) dan menyebarkan pamflet di atas kota Jakarta.

Penyebaran pamflet sosialisasi Pemilu A
1955 dengan menggunakan pesawat
AUR]I, Jakarta 28 April 1954
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 540428 FL 1-3
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Tanda gambar partai politik yang terpasang di
bundaran Kebayoran Baru, 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 550929 FL 2-26
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2. Kampanye Pemilu 1955

Kampanye politik merupakan upaya sistematis yang
dilakukan oleh para kontestan pemilu untuk mempengaruhi
pemilih agar memilihnya. Tidak ada tanggal pasti mengenai
kapan dimulainya kampanye Pemilu 1955, namun Herbert
Feith berpendapat bahwa kampanye tahap pertama dimulai
padatanggal4 April 1953 ketika RUU Pemilu disahkan menjadi
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan
Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat. Sebab sejak saat itu telah ada keyakinan bahwa
pemilu akan dilaksanakan pada waktu dekat dan akibatnya
para kontestan segera berlomba-lomba mensosialisasikan
programnya ke masyarakat. Penanda dimulainya kampanye
yang kedua adalah tanggal 31 Juli 1954, pada tanggal itu PPI

mengesahkan tanda gambar untuk para kontestan.

Sebagai ibu kota negara, Jakarta merupakan pusat
perebutan pengaruh antar partai. Oleh karenanya pada masa
kampanye di seluruh penjuru kota terpampang gambar-

gambar partai politik peserta Pemilu 1955.

A Papan tanda-tanda gambar partai-partai dalam
pemilihan umum yang dipasang di tepi jalan, di
Jalan Prapatan Kwitang Jakarta, 24 Juli 1955

Sumber: ANRI: Kempen Jakarta No. 550724 FG 1-1

< Papan tanda gambar dari PSI dan Gerakan
Pembela Pancasila yang dipasang di tepi

Jalan Pejambon, 24 Juli 1955

Sumber: ANRI: Kempen Jakarta No. 550724 FG 1-4
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Bukan hanya melalui pemasangan baliho di tempat-tempat strategis, kampanye di
Jakarta juga dilakukan melalui pengerahan massa dan orasi politik di tempat terbuka.

Pada masyarakat yang sebagian besar masih buta huruf kampanye dengan cara orasi
lebih efektif.

Partai Masyumi yang merupakan partai Islam modern memiliki basis massa yang
kuat di wilayah Yogyakarta. Oleh karena itu Masyumi mengadakan kampanye besar-

besaran di alun-alun utara Yogyakarta dan memasang tanda gambar Masyumi di

berbagai tempat strategis.

A Pemandangan dalam rapat umum seorang pemimpin A Para simpatisan PNI dengan membawa spanduk
partai tengah berpidato, Jakarta 10 April 1955 menghadiri rapat umum di lapangan Merdeka
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. K 550410 FG 1-1 Selatan, Jakarta 1 Mei 1955

Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. K 550501 FG 1-2
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Tanda gambar Partai Masyumi di  »>
Yogyakarta , 25 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen DIY 1950-1965 No. 4867

Rapat umum oleh Partai Masyumi di alun-alun »
utara Yogyakarta, 25 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen DIY 1950-1965 No. 5034




Nuansa kedaerahan muncul dalam alat peraga kampanye di luar Pulau Jawa. Seperti
yang tertulis pada spanduk kampanye PKR di Makassar yang menyatakan “nasib Sulawesi
serahkan pada putra Sulawesi.” Memang pada saat itu pembangunan belum merata di

seluruh Indonesia dan Sulawesi masih menjadi daerah tertinggal.

A Spanduk kampanye PKR di Makassar
Sumber: ANRI, Kempen No. KR 560322 FG 2-14
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Partai-partai lokal yang ada di daerah juga aktif melakukan kampanye, seperti Partai
Manguni yang berada di Sulawesi Utara. Partai yang memiliki basis massa di etnis Minahasa

ini memasang alat peraga kampanye di sepanjang Jalan Manado-Tondano.

Tanda gambar Partai Manguni yang dipasang A
di tepi Jalan Manado-Tondano, 3 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen Sulawesi Utara 1951-1965 No. K 551203 TT 2
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Salah satu strategi yang digunakan PKI untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya
dalam Pemilu 1955 adalah mencantumkan orang tak berpartai (calon perorangan) ke
dalam tanda gambar palu arit PKI. Dalam kasus di Yogyakarta PKI memasukkan nama
Prof. Ir. Purbodiningrat seorang guru besar dari Universitas Gadjah Mada, Ny. S.D.
Susanto seorang pengurus Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari), dan Djadi

Wirjosubroto seorang pengurus Dewan Pimpinan Pusat Barisan Tani Indonesia (DPP BTI).

A Alat peraga kampanye PKI di
Yogyakarta, 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen DIY 1950-1965 No. 5033
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Strategi PKI yang memasukkan nama-nama
orang tak berpartai ke dalam tanda gambar palu
arit ditentang oleh partai-partai Islam. Dewan
Cabang Masyumi Majalengka bahkan mengadakan
Rapat Umum Umat Islam di Jatiwangi tanggal 22
Agustus 1954 yang menghasilkan sebuah resolusi
kepada pihak berwajib agar meninjau kembali
tanda gambar palu arit bagi PKI dan menghapus

kalimat “orang yang tak berpartai.”

Resolusi umat Islam di Jatiwangi Majalengka tanggal
22 Agustus 1954 yang memutuskan untuk mendesak
pihak berwajib supaya meninjau kembali tanda gambar
palu arit bagi PKI dan orang-orang yang tak berpartai,
serta penghapusan kata-kata "orang yang tak berpartai”
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 no. 963
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PB NU juga mengeluarkan pernyataan menentang digunakannya kalimat “PKI dan
orang-orang yang tak berpartai” dalam papan peraga kampanye PKI. PB NU menganggap
strategi PKI tersebut sebagai upaya untuk menipu rakyat Indonsia dalam Pemilu 1955.
Kekhawatiran PB NU sangat beralasan mengingat rakyat Indonesia yang belum/tidak

berpartai jumlahnya cukup besar.

Seperti halnya NU dan Masyumi, Pimpinan Pergerakan Pusat Angkatan Muda Islam
(AMI) juga memprotes kalimat “dan orang yang tak berpartai” yang ditempatkan di bawah
tanda gambar palu arit (PKI). Sebab hal itu menimbulkan pengertian bahwa orang-orang
yang tidak berpartai harus memilih PKI. Pimpinan Pergerakan Pusat AMI meminta kepada
pemerintah agar kalimat tersebut dihilangkan dari alat peraga kampanye PKI sebelum akhir

bulan Januari 1955.

Semangat untuk memperjuangkan harkat dan martabat kaum perempuan tidak dapat
dihalangi oleh sekat-sekat ideologi. Hal itu terlihat dalam sebuah alat peraga kampanye
di Yogyakarta. Dalam alat peraga tersebut tertulis nama Ny. Surjohadi dari PNIL, Ny. S.D.

Susanto dari PKI, dan Ny. Sahir dari Gerakan Pembela Pancasila.
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F. Situasi Keamanan Menjelang Pemilu 1955

Pelaksanaan Pemilu 1955 dibayang-bayangi
adanya gangguan keamanan di beberapa daerah
yang disebabkan oleh pemberontakan DI/TII dan
kegiatan kelompok kriminal. Oleh karena itu, beberapa
organisasi masyarakat dan partai politik meminta
jaminan keamanan kepada pemerintah selama masa

persiapan hingga pemilu dilaksanakan.

Badan Permusyawaratan Nasional Makassar
mengeluarkan pernyataan yang meminta kepada
Presiden Republik Indonesia untuk memulihkan
keamanan di wilayah Sulawesi Selatan dalam rangka
pemilu. Pernyataan tersebut dikeluarkan dalam sebuah
rapat tanggal 20 Juli 1954 yang dihadiri dan didukung
oleh 7 partai politik/organisasi massa, selain itu ada 14
partai politik/organisasi massa yang tidak hadir namun

mendukung pernyataan tersebut.

Surat dari Sekretaris Badan Permusyawaratan
Nasional Makassar kepada Presiden Republik
Indonesia tanggal 20 Agustus 1954 tentang
penyampaian keputusan sidang Badan
Permusyawaratan Nasional Makassar tanggal
20 Juli 1954 mengenai pemulihan keamanan di
Sulawesi Selatan dalam menghadapi pemilu
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 1914
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Guna menyukseskan Pemilu 1955 muncul inisiatif
dari kelompok-kelompok tertentu untuk mengadakan
Kongres Keamanan Rakyat. Melalui kongres tersebut
akan dibentuk Barisan Pengawal Pemilihan Umum
untuk membantu pengamanan Pemilu 1955. Namun
gagasan itu ditentang oleh organisasi Bekas Pejuang
Islam Indonesia (BPII) Jawa Timur. Mereka menduga
otak di balik Kongres Keamanan Rakyat adalah orang-
orang yang dulu terlibat pemberontakan PKI Madiun.
Oleh karena itu, BPII mendesak kepada pemerintah
agar menarik bantuannya untuk pelaksanaan Kongres
Keamanan Rakyat, baik berupa bantuan personel

maupun materiel.

Hal senada juga dinyatakan oleh beberapa

partai politik dan organisasi massa di Banjarmasin.
Mereka menentang pembentukan Barisan Pengawal
Pemilihan Umum. Partai politik dan organisasi massa
di Banjarmasin berpendapat bahwa masalah keamanan

telah menjadi tangung jawab dan wewenang alat

negara.
Pernyataan sikap Bekas Pejuang Islam P>
Indonesia Wilayah Jawa Timur tentang
Kongres Keamanan Rakyat, 11 Oktober 1954
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 1914
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Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 1914

Jejak Demokrasi Pemilu 1955 69






‘Pelaksanaan Pemilu 1955

A. Pencoblosan

p uncak dari rangkaian pesta demokrasi tahun 1955
adalah hari pencoblosan yang jatuh pada tanggal
29 September dan 15 Desember. Pada hari itu jutaan
rakyat Indonesia berbondong-bondong menyalurkan
hak pilihnya di bilik-bilik pencoblosan. Mereka
berharap melalui hak suara yang diberikan akan dapat

mengubah kondisi politik negara menjadi lebih baik.

Dalam kaitan itu, Perdana Menteri Burhanudin
Harahap mengeluarkan surat edaran kepada semua
menteri agar memberi kesempatan kepada pegawai
negeri di bawah jajarannya untuk menyalurkan
hak pilihnya. Meskipun demikian, kantor-kantor
pemerintah pada hari pemilihan tetap masuk seperti
biasa. Pada kenyataannya hal itu sulit dilaksanakan
karena banyak pegawai negeri yang menjadi Panitia
Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS). Hal itu
menyebabkan mereka meninggalkan kantor selama

hari pemungutan suara.

Surat dari Perdana Menteri Burhanudin >
Harahap kepada semua menteri tentang
kesempatan melaksanakan hak memilih bagi
semua pegawai negeri, 19 September 1955
Sumber: ANRI, Kabpres 957
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Menteri  Pendidikan, Pengajaran, dan
Kebudayaan (PP dan K) mengeluarkan surat
keputusan yang menyatakan seluruh sekolah
negeri dan swasta, perguruan tinggi, dan
kursus-kursus yang berada di lingkungan atau
di bawah pengawasan Kementerian PP dan K
pada hari pemungutan suara diliburkan. Selain
untuk memberi kesempatan kepada para tenaga
kependidikan untuk melaksanakan haknya
dalam kaitan pemungutan suara, juga karena

banyak sekolah yang digunakan sebagai TPS.

Kutipan Daftar Surat Putusan Menteri Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 54843/Kab tentang diliburkannya sekolah-
sekolah, perguruan-perguruan (temasuk perguruan
tinggi) dan kursus-kursus dalam lingkungan ataupun
pengawasan Menteri PP & K (negeri maupun swasta)
dalam daerah pada waktu pemungutan suara sedang
berlangsung, 20 September 1955

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 no. 1176
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1. Pemilu DPR

Pemungutan suara anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Pada
hari itu sebagian besar dari 39 juta rakyat Indonesia menyalurkan hak suaranya, sedangkan
sebagian kecil yang lainnya tidak dapat memberikan hak suaranya pada hari itu. Hal
seperti itu terjadi di Pulau Bali yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu, tanggal
29 September 1955 bertepatan dengan hari raya Galungan. Oleh karena itu, pemungutan
suara untuk anggota DPR di Bali baru dapat dilaksanakan dua hari kemudian. Total suara
yang sah dalam pemilihan anggota DPR sebanyak 37.875.299 atau 87,65% dari jumlah total
pemilih 43.104.464.

a. Hak Suara Sipil

Tanda seseorang memiliki hak pilih adalah adanya surat pemberitahuan pencoblosan
yang dikeluarkan oleh Ketua PPPS setempat. Dalam surat pemberitahuan tersebut tertulis
nama pemilih, nomor pemilih, serta TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Seorang warga
keturunan Tionghoa bernama Tan Piang Soen yang tinggal di kawasan Jalan Hayam Wuruk
memperoleh surat pemberitahuan pencoblosan di TPS Kebon Jeruk, Jakarta Pusat.

&SD
PEMBERITAHUAN

tentang tempat-pemberian-suara tlaq pe-u;utal -suara uhk pemilihan
anggota Dewan Perwakilan mm tahun iss-t.

Nama pemilih: .
50%
Nomor pemilih:
Tempat-pemberian-suara: * 7 F A,&,O / ri —’2"- Ly

M ;\iw't{?

Waktu pemberian-suara: Hari Kemis tangga.l 29 Septemlm' 1955 °
antara pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00.

Surat pemberitahuan pencoblosan, P E W i)
Jakarta, 20 September 1955 Tanggal 920 7 M 1955.

Sumber: ANRI, Kempen KR 551005 FG 2-1

4

Ketua Penjelenggara Pemungufan Suara.
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Demi ketertiban sebelum pencoblosan dimulai,
Ketua PPPS wajib membacakan tata urutan pencoblosan
di depan anggota PPPS dan warga pemilik hak
suara. Hal seperti itu terlihat di TPS 28 Jalan Jawa,
Menteng, Jakarta. Tujuannya agar proses pencoblosan

berlangsung dengan tertib dan aman.

Setelah bungkus surat suara dibuka dilakukan
pengecekan terhadap jumlah surat suara yang ada.
Setiap bungkus berisi 50 lembar surat suara. Setiap TPS
memperoleh alokasi surat suara sesuai dengan jumlah
pemilih. Selanjutnya juga dilakukan pengecekan apakah

ada surat suara yang rusak.

Ketika semua perlengkapan pemungutan suara
sudah siap, PPPS mulai membuka pendaftaran untuk
para pemilih. Warga yang sudah memiliki surat
pemberitahuan pencoblosan segera mendaftarkan
diri kepada PPPS. Surat pemberitahuan pencoblosan

kemudian ditukarkan dengan surat suara pemilu.
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A Antrean pemilih di TPS 28 Jalan Jawa,
Jakarta 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen K 550929 FG 8-4



Pembukaan bungkusan surat suara oleh anggota PPPS dihadapan para A
pemilih di TPS Jalan Palem 32, Jakarta 29 September 1955;

Anggota-anggota PPPS sedang mencocokan daftar nama-nama
para pemilih di TPS Jalan Palem 32 Jakarta, 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 2-17; Kempen 550929 FG 2-15
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Dalam Pemilu 1955 nampak kebersahajaan dari tokoh-tokoh politik tingkat nasional.
Mereka bersedia hadir ke TPS tanpa didampingi oleh pendukung-pendukungnya.
Nampak Arudji Kartawinata Ketua Umum PSII dan Sutan Sjahrir Ketua Umum PSI sedang

menukarkan surat pemberitahuan pencoblosan dengan surat suara.

A Arudji Kartawinata Ketua Umum PSII sedang
menerima surat suaranya dari anggota PPPS,
Jakarta 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 2-34
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Sutan Sjahrir Ketua Umum PSI sedang A
menerima surat suara dari anggota PPPS,
29 September 1955.
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 2-28
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Pemandangan di sekitar TPS
dimulai para pemilih dengan
tenang menunggu untuk
memberikan suaranya di TPS
Tanah Rendah Gang V Kebon
Dalam, Jakarta 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 11-59

Seorang perempuan sedang V
membuka kertas suara di bilik
suara, 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FH 4

Warga yang sudah memperoleh surat suara
kemudian menunggu giliran masuk ke bilik suara
untuk melakukan pencoblosan. PPPS Tanah Rendah
Gang V, Kebon Dalam, Jakarta sedang menyiapkan tinta
untuk cap jempol bagi pemilih buta huruf yang telah
menggunakan hak suaranya.

Pencoblosan surat suara dilakukan di dalam bilik-
bilik TPS. Setiap pemilih berhak mencoblos tanda
gambar sesuai dengan aspirasinya masing-masing.
Setiap pemilih hanya berhak mencoblos satu kali pada
lembaran surat suara. Sebelum mencoblos, para pemilih
harus cermat memperhatikan tanda gambar kontestan
pemilu yang terdapat dalam lembaran surat suara,
sebab banyak tanda gambar yang mirip.

o
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Perdana Menteri Burhanudin Harahap sedang menyalurkan aspirasinya di TPS Jalan
Mampang, Jakarta Selatan. Sebagai tokoh Masyumi, Burhanudin Harahap memiliki

kepentingan untuk memenangkan partai tersebut.

Setelah surat suara dicoblos maka dilipat kembali seperti semula dan kemudian

dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan. Nampak pada gambar Ketua

Umum PSI Sutan Sjahrir sedang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.

A Perdana Menteri Burhanudin Harahap sedang A Ketua Umum PSI Sutan Sjahrir sedang
mencoblos surat suara di bilik suara di TPS memasukan surat suara ke dalam
Jalan Mampang, Jakarta 29 September 1955 kotak suara, 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 4-3 Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 2-26
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Dalam pelaksanaan pencoblosan, PPPS kadang-kadang harus memandu warga

masyarakat yang kurang paham aturan pemilu. Hal itu dimungkinkan karena masih banyak

warga masyarakat yang buta huruf, lanjut usia, sakit, atau berkebutuhan khusus.

Seorang ibu yang sudah lanjut usianya, A Seorang pemilih tuna netra sedang A
sedang memasukkan surat suara ke dalam memasukan surat suara didampingi oleh
kotak suara, Jakarta, 29 September 1955 anggota PPPS, 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 2-35 Sumber: ANRI, Kempen K 550929 FG 11-38
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Semangat dalam menyukseskan Pemilu 1955 tidak dapat dibatasi oleh garis-garis etnis
dan keyakinan. Apa pun keyakinan dan sukunya semua ingin memberikan hak suaranya.
Nampak seorang perempuan keturunan Tionghoa memasukkan surat suara ke dalam kotak

suara di TPS Tanah Abang Bukit, Jakarta. Seorang perempuan keturunan Arab sedang

memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di TPS Jati, Petamburan, Jakarta.

82

A Seorang pemilih keturunan Tionghoa sedang A Seorang ibu keturunan Arab sedang memasukkan
memasukkan surat suaranya di TPS Tanah surat suaranya kedalam kotak suara di TPS Jati
Abang Bukit, Jakarta 29 September 1955 Petamburan, Jakarta 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 11-31 Sumber: ANRI, Kempen K 550929 FG 11-17
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Setelah semua pemilih melakukan pencoblosan, PPPS kemudian melaksanakan
penghitungan suara di TPS setempat. Sebelum penghitungan surat suara dimulai, kotak
suara harus dibuka terlebih dahulu. Pembukaan kotak suara harus dilakukan di depan para

saksi dan petugas keamanan yang mengawal TPS. Setelah kotak suara dibuka, seluruh surat

suara dikeluarkan dan dipastikan bahwa tidak ada lagi surat suara tersisa di dalam kotak.

e '- d‘m

Petugas PPPS sedang membuka kotak 4 Anggota PPPS sedang membuka kotak A

suara disaksikan petugas keamanan dan suara sebelum penghitungan suara DPR,
para saksi, Jakarta 29 September 1955 Jakarta 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 1-34 Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 4-28
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Tahapan penghitungan suara adalah tahap yang
paling menegangkan bagi kader dan simpatisan
kontestan pemilu. Mereka memantau dengan cermat
proses penghitungan suara yang dilakukan oleh PPPS.
Dalam proses ini diperlukan sikap lapang dada dari
setiap simpatisan, sebab jumlah suara yang didapat

bisa jadi tidak sesuai harapan.

Proses penghitungan suara kadang kala bisa
berlangsung hingga malam. Kejadian seperti ini
terjadi di TPS Kemayoran dan Rumah Sakit Umum
Pusat Jakarta. Meskipun demikian, PPPS maupun
para saksi tetap melaksanakan tugasnya dengan

penuh semangat dan tanggung jawab.

8 4 Bab III Pelaksanaan Pemilu 1955

A TPS di Karet Bendungan Hilir, anggota-anggota
PPPS sedang memeriksa tanda gambar yang sudah
ditusuk untuk menghitung suara-suara yang telah
masuk, Jakarta 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen K 550929 FL 4-13



Para anggota PPPS sedang menentukan sah A
atau tidak surat suara yang telah masuk di TPS
Kebon Sirih, Jakarta 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 4-30

Jejak Demokrasi Pemilu 1955 85



86

Bab III Pelaksanaan Pemilu 1955



<« Suasana pada saat penghitungan
surat suara di TPS Kelurahan
Kemayoran yang berlangsung

hingga malam, 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FH 3-2

< Penghitungan jumlah suara
berlangsung sampai malam hari

di Rumah Sakit Umum Pusat,

Jakarta, 29 September 1955

Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 1339
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b. Hak Suara APRI

Pada Pemilu 1955, anggota APRI memiliki hak pilih
dan dipilih. Namun demikian guna menjaga netralitas
dan keutuhan korps maka keterlibatan anggota APRI
dalam pemilu diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 1954 tentang Cara Pencalonan Buat
Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante
Oleh Anggota Angkatan Perang dan Pernyataan
Non Aktif/Pemberhentian Berdasarkan Penerimaan
Keanggotaan/Pencalonan Keanggotaan Tersebut, Pun
Larangan Mengadakan Kampanye Pemilihan Terhadap
Anggota Angkatan Perang. Dalam peraturan tersebut
anggota APRI dilarang melakukan kampanye. Bagi
anggota APRI yang namanya telah masuk daftar tetap
calon anggota DPR/Konstituante dinyatakan tidak
aktif oleh Menteri Pertahanan. Bagi anggota APRI yang
telah berpangkat letnan kolonel atau lebih tinggi yang
telah terpilih sebagai anggota DPR akan diberhentikan

dengan hormat.

Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 47  p
Tahun 1954 tentang cara pencalonan buat
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/
Konstituante oleh anggota Angkatan
Perang dan pernyataan non-aktif/atau
pemberhentian berdasarkan penerimaan
keanggotaan/pencalonan-keanggotaan
tersebut pun dilarang mengadakan
kampanye pemilihan terhadap anggota
Angkatan Perang, 20 September 1954
Sumber: ANRI, Sekretariat Negara RI: Seri Produk
Hukum Tahun 1949-2005 No. 1584
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Pemungutan suara DPR untuk anggota APRI di Jawa Barat (termasuk di dalamnya
Jakarta) dilaksanakan pada tanggal 15 - 16 Oktober 1955. Suasana antrean anggota APRI
di TPS Balai Prajurit Nusantara, Jakarta. Para perwira piket juga menyempatkan diri hadir

untuk memberikan hak pilihnya.

P
]

’f.l’ﬂ

Ll @t
LN

A TPSuntuk anggota APRI di Balai Prajurit Nusantara,
Jakarta, 15 Oktober 1955
Sumber: ANRI, Kempen K 550929 FG 1-13; K 551015 FG 1-10
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Sikap tegap dan awas ditunjukkan seorang anggota
APRI di Yogyakarta sebelum melakukan pencoblosan.
Surat suara yang lebar dibentangkan agar dapat
dipastikan surat suara tersebut tidak cacat. Selanjutnya
ia mencari posisi tanda gambar kontestan pemilu
pilihannya yang akan dicoblos. Dengan demikian ketika
ia berada di bilik suara akan mencoblos dengan benar

sesuai pilihannya.

Seorang anggota APRI sedang >
memperhatikan surat suara yang
bergambar lambang-lambang

partai politik sebelum dicoblos,

29 September 1955

Sumber: ANRI, Kempen Yogya 4988
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2. Pemilu Konstituante

Pemilihan anggota Konstituante secara umum
dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Namun
di beberapa daerah ada yang diundur, hal itu berkaitan
dengan kondisi di daerah setempat. Jika hal itu terjadi
maka PP di kabupaten wajib memberitahukan secara
tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam
Negeri beberapa hari sebelumnya. Kedua menteri
tersebut kemudian mengeluarkan surat keputusan
bersama Nomor J.B. 2/44/19 dan BPU 1/5/31 tanggal
13 Desember 1955 mengenai penundaan pemilihan

anggota Konstituante di beberapa daerah.

Keputusan bersama Menteri Kehakiman dan
Menteri Dalam Negeri yang menyatakan tidak
dapat mengadakan pemungutan suara untuk
pemilihan anggota Konstituante pada tanggal
15 Desember 1955 di daerah-daerah yang
disebutkan dan supaya melakukan pemungutan
selekas mungkin sesuai kondisi setempat
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden No. 879
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a. Hak Suara Sipil

Pada gambar di samping nampak seorang ibu sedang
menunjukkan surat pemberitahuan pencoblosan kepada
petugas PPPS. Petugas pun segera menyocokkan surat
pemberitahuan pencoblosan dengan daftar pemilih tetap

yang ada di TPS tersebut.

Keberagaman budaya di Indonesia salah satunya
ditunjukkan melalui pakaian adat. Pada hari pemilu yang
istimewa seorang perempuan warga suku Batak Karo

mengenakan pakaian adatnya.

94 Bab III Pelaksanaan Pemilu 1955

A TPS di Blok M Kebayoran Baru, seorang
pemilih sedang menyerahkan surat
panggilan untuk dicocokkan dengan
daftar nama pemilih, 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen 551215 FL 4



Seorang ibu dengan berpakaian adat Karo A
tengah menentukan pilihannya dalam bilik suara
di salah satu TPS di Karo, 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, KR 560322 FG 2-39
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Suasana pendaftaran dan pencoblosan anggota
Konstituante di bilik suara TPS Kebun Binatang Cikini,
Jakarta. Pada bagian belakang bilik suara dibentangkan
kain untuk memastikan tanda gambar kontestan pemilu
yang dicoblos oleh pemilih tidak diketahui oleh orang

lain.

Suasana di TPS Kebun Binatang Cikini, Jakarta. »
Petugas PPPS sedang mencocokan daftar

pemilih sebelum memberikan surat suara,

Jakarta 15 Desember 1955

Sumber: ANRI, Kempen 551215 FG 7-10

Pada bagian belakang bilik suara TPS >
Kebun Binatang Cikini dibentangkan kain

untuk menjaga kerahasiaan pilihan pemilih
Jakarta 15 Desember 1955

Sumber: ANRI, Kempen 551215 FG 7-8
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A Seorang pemilih WNI keturunan Eropa sedang
memasukkan surat suara ke dalam kotak suara,
15 Desember 1955.
Sumber: ANRI, Kempen 551215 FG 2-14

Bab III Pelaksanaan Pemilu 1955

Pemilu 1955 bukan hanya milik penduduk asli
Indonesia, namun mereka keturunan Eropa yang
telah menjadi WNI juga turut berpartisipasi. Seorang
laki-laki keturunan Eropa sedang memasukkan
surat suara ke kotak suara pada pemilihan anggota

Konstituante.

A Para pengurus TPS sektor Rumah Sakit Rancabadak,
Bandung bekerja dengan sabar menghadapi pemilih
orang yang sakit, 15 Desember 1955;

Sumber: ANRI, KR 560322 FG 2-1



WNI yang sedang sakit juga tetap memiliki hak suara yang sama. Pihak rumah sakit wajib
menyediakan TPS khusus bagi pasien, keluarga pasien, dan petugas rumah sakit pada hari
pencoblosan. Seorang pasien yang sakit parah dibimbing oleh petugas PPPS Rumah Sakit

Umum Rancabadak, Bandung untuk memilih tanda gambar kontestan pemilu Konstituante.

Ny

- \

Seorang juru rawat sebagai wakil PPPS tengah melayani A
pemilih dengan membentangkan surat suara di Rumah
Sakit Umum Rancabadak, Bandung 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, KR 560322 FG 2-29
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Para pelaut yang kapalnya tengah sandar di pelabuhan Tanjung Priok dapat menyalurkan
hak pilihnya di TPS Tanjung Priok. Nampak seorang pelaut membentangkan surat suara
yang didapatnya dan setelah mencoblos surat suara tersebut dimasukkan ke dalam kotak

suara.

Alat-alat keamanan negara yang bertugas mengamankan pemilu juga menggunakan
hak pilihnya. Sebagian besar suara anggota kepolisian negara dan keluarganya disalurkan
melalui Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPRI). Seorang anggota kepolisian

sedang memasukkan surat suara di TPS Kebon Sirih pada tanggal 15 Desember 1955.
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A Seorang anak buah kapal Jawatan Pelayaran,
sedang memberikan hak suaranya, di TPS
Pelabuhan Tanjung Priok, 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen 551215 FH 17; Kempen 551215 FH 18
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Seorang anggota Polisi sedang memberikan hak A
pilihnya di TPS Kebon Sirih, 15 Desember 1955.
Sumber: ANRI, Kempen 551215 FG 6-21
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Presiden Sukarno sebagai kepala negara memberi teladan dengan turut serta memberikan

hak pilihnya dalam pemilihan anggota Konstituante tanggal 15 Desember 1955. Nampak

dengan suka cita Presiden Sukarno memasukkan surat suara di TPS Kementerian Penerangan
di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta.

Perdana Menteri Burhanudin Harahap selaku kepala pemerintahan juga memberikan

. hak suaranya pada pemilihan anggota Konstituante di TPS Jalan Cik Ditiro, Jakarta. Dalam

melaksanakan hak pilihnya, Perdana Menteri Burhanudin Harahap juga mengajak istri

tercinta Ny. Siti Badriyah Burhanudin Harahap.

<« Presiden Sukarno selaku kepala negara
tengah memasukan surat suara ke
dalam kotak suara di TPS Kementerian
Penerangan J1. Medan Merdeka Barat
No. 9, Jakarta 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen 551215 FG 6-6

Perdana Menteri Burhanudin
Harahap sedang memasukan
surat suaranya ke dalam kotak
suara di TPS Jalan Cik Ditiro,
Jakarta 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen 551215 FG 4-6

Nyonya Siti Badriyah Burhanudin Harahap sedang A
memasukan surat suaranya ke dalam kotak suara
di TPS Jalan Cik Ditiro, Jakarta 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen 551215 FG 4-5
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Setelah proses pencoblosan selesai, kegiatan selanjutnya adalah penghitungan suara
di masing-masing TPS. PPPS melakukan penghitungan suara disaksikan oleh saksi-saksi

dan warga masyarakat. Pemandangan penghitungan suara di TPS Blok D Kebayoran Baru,

Jakarta.

A Pemeriksaan dan perhitungan suara yang telah masuk oleh
anggota PPPS dengan disaksikan oleh masyarakat dan para
saksi di TPS Kebayoran Baru, 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen 551215 FL 9; Kempen 551215 FL 10
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b. Hak Suara APRI

Anggota APRI memberikan hak suaranya di TPS
yang terdapat di asrama militer atau tempat-tempat
yang telah ditentukan. Sebagian dari anggota APRI
dapat melaksanakan pemilihan anggota Konstituante
pada tanggal 15 Desember 1955, namun sebagian lagi
dilaksanakan setelahnya.

bk 1

Seorang petugas keamanan (anggota APRI) sedang A
memasukan surat suaranya, 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen 551215 FG 2-18
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B. Suasana di Sekitar TPS

1. Antusiasme Masyarakat Dalam Memilih

Cukup Tinggi

Pada hari pemilihan baik untuk anggota DPR
maupun Konstituante rakyat berbondong-bondong
menuju TPS. Ada kegairahan dan antusiasme pada
diri rakyat Indonesia dalam menyalurkan aspirasi
politiknya. Nampak pada foto ratusan warga Bojonegoro

bergerak menuju TPS pada tanggal 29 September 1955.

Pada masyarakat tradisional kentongan merupakan
alat komunikasi yang efektif. Hal itu nampak di
daerah Makassar di mana kentongan digunakan untuk
memanggil warga agar bergerak menuju ke TPS pada

tanggal 15 Desember 1955.

Semangat yang sama ditunjukkan warga masyarakat
yang tinggal di daerah kepulauan. Mereka bersedia
mengarungi lautan dengan menggunakan sampan

untuk menuju ke TPS yang ada di pulau terdekat.

<« Suasana pemilu di Kabupaten
Bojonegoro 29 September 1955
Sumber: ANRI, KR 560322 FG 2-35
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A Sebuah kentongan tengah dipukul sebagai
panggilan kepada para pemilih yang berhak dan
telah ditentukan datang ke TPS guna memberikan
hak suaranya, Makassar 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, KR 560322 FG 2-9
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Para pemilih dengan daya upaya, menaiki A
perahu mengarungi lautan menuju ke tempat
yang telah ditentukan guna memberikan hak
suaranya masing-masing, 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, KR 560322 FG 2-8
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2. Budaya Antre Dalam Menggunakan Hak Suara di TPS

Budaya antre sekilas memang terlihat suatu hal yang sepele, namun sebenarnya
menunjukkan tingkat peradaban suatu bangsa. Pada bangsa yang sudah maju antre
merupakan suatu etika yang harus ditaati di tempat umum. Presiden Sukarno rela
mengantre bersama warga masyarakat biasa di TPS Kementerian Penerangan di Jalan
Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta. Hal itu menunjukkan sifat Presiden Sukarno yang

sederhana dan merakyat.

Wakil Presiden Mohammad Hatta menyalurkan hak suaranya pada pemilihan anggota
Konstituante di gedung olah raga Jakarta. Dalam keadaan mengantre Wakil Presiden
Mohammad Hatta masih menyempatkan diri membaca surat kabar dan bercengkerama

dengan tokoh PNI Ali Sastroamidjojo.

Selama Pemilu 1955 para tokoh nasional telah menunjukkan kebersahajaannya. Hal itu
ditunjukkan oleh Ketua Umum Masyumi M. Natsir (berkacamata dan berpeci) dan Ketua
DPRS Mr. Sartono (merokok) mereka bersedia mengantre dan membaur dengan warga

masyarakat biasa.

Presiden Sukarno berdiri di tengah-
tengah rakyak sambil menunggu
gilirannya bertempat di TPS Kementerian
Penerangan di Jalan Medan Merdeka
Barat No.9, 15 Desember 1955

Sumber: ANRI, Kempen 551215 FG 5-5
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A Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta
masih menyempatkan diri membaca surat
kabar saat mengantre di TPS gedung olah
raga, Jakarta 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen K 551215 FG 3-2
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Mr. Ali Sastroamidjojo dan Wakil Presiden Mohammad Hatta sedang A
bercengkerama sambil menantikan giliran untuk melakukan pemilihan
di TPS gedung olah raga, Jakarta 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen K 551215 FG 3-10
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A Mohammad Natsir (berkacamata dan memakai peci)
Ketua Umum Masyumi, sedang menanti giliran
untuk menukar surat suara, 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 1-33
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Mr. Sartono Ketua DPRS sedang berbaris A
menanti gilirannya di TPS Jalan Jawa,
Jakarta 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 7-12
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Meski di tengah terik matahari, warga masyarakat di salah satu kawasan Pecinan Jakarta
tetap tertib mengantre untuk memberikan suaranya di TPS. Warga dibagi dalam dua baris,

barisan perempuan dan laki-laki. Nampak semangat kebersamaan antara penduduk pribumi

dan keturunan Tionghoa di kawasan tersebut.

A Suasana pemilu di kawasan Pecinan,
Jakarta 29 September 1955;
Sumber: ANRI, z
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Para pemilih sedang mengantre dengan tertib A
menunggu giliran untuk menggunakan hak
pilihnya, Jakarta 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 14-18
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C. Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu 1955

Ibu-ibu warga daerah Bangka, Pasar Minggu dan Petamburan, Jakarta telah memiliki
kesadaran politik yang tinggi. Hal ini terlihat dari semangat untuk menggunakan hak

pilihnya dalam Pemilu 1955. Mereka bersedia mengantre dengan tertib di TPS-nya masing-

masing.




<« Pemilu Konstituante di daerah
Bangka, Pasar Minggu, Jakarta

15 Desember 1955

Sumber: ANRI, Kempen 551215 FL 1-1

<« Ibu-ibu sedang berbaris untuk
mendapatkan gilirannya di TPS
Kecamatan Petamburan, Jakarta

29 September 1955

Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 10-4
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Di belakang orang-orang besar selalu ada
perempuan-perempuan luar biasa. Mereka memberikan
support kepada suaminya yang merupakan tokoh
nasional agar dapat melaksanakan tugasnya dengan
baik. Para istri tokoh nasional seperti Ibu Fatmawati
Sukarno dan Ibu Rahmi Hatta juga menggunakan hak

pilihnya seperti yang dilakukan oleh suami tercinta.

Ibu Fatmawati Sukarno tengah >
menanti giliran memberikan hak
suaranya, Jakarta 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen 551215 FG 6-12

Ibu Rahmi Hatta sedang memasukan »
surat suaranya ke dalam kotak suara

di TPS gedung olah raga, Jakarta 15
Desember 1955

Sumber: ANRI, Kempen 551215 FG 2-6
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Bukan hanya sebagai pemilih, kaum perempuan juga turut aktif dalam susunan
kepanitiaan Pemilu 1955. Sebagai contoh Ketua PP Jakarta Raya dijabat oleh Ny. S.
Pudjobuntoro. Pada beberapa TPS nampak anggota PPPS dijabat kaum perempuan. Seperti
terlihat di TPS gedung olah raga dan TPS Sekolah Rakyat Kebayoran Baru, Jakarta dijabat

perempuan.

Iy
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A Ketua PP Jakarta Raya Ny. S. Pudjobuntoro
Sumber: ANRI, Kempen KR 560322 FG 2-18
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Seorang petugas PPPS perempuan sedang
mengeluarkan surat suara untuk dihitung serta
diperiksa hasilnya di TPS gedung olah raga,
Jakarta 15 Desember 1955

Sumber: ANRI, Kempen K 551215 FG 3-59

Seorang ibu menjadi PPPS di bagian A
pendaftaran di TPS Sekolah Rakyat di
Kebayoran Baru, 23 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen 551228 FL 3
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Pada pemilu Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955, ibu-ibu di Kelurahan
Randusari, Semarang Selatan menyediakan tempat penitipan anak bagi orang tua yang

sedang melaksanakan hak pilihnya. Dengan adanya tempat penitipan anak ini, para orang

tua dapat memberikan hak pilihnya dengan tenang di TPS.

A Pemandangan waktu berjalannya pemilihan umum di kota Anggota APRI sedang melakukan tugasnya »
Semarang di mana telah disediakan panitia penitipan anak di menjaga keamanan di daerah Kebon
Kelurahan Randusari, Semarang Selatan, 15 Desember 1955 Kacang, Jakarta 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen KR 560322 FG 2-7 Sumber: ANRI, Kempen K 550929 FG 16-11
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D. Masalah yang Muncul Selama Pelaksanaan Pemilu 1955

Selama pelaksanaan Pemilu 1955, ada dua macam masalah yang muncul, yaitu masalah
keamanan dan pelanggaran aturan pemilu. Kondisi keamanan di Indonesia selama
pelaksanaan Pemilu 1955 secara umum kondusif. Namun demikian di beberapa daerah
mengalami gangguan dari kelompok-kelompok kriminal dan pemberontak DI/TII. Oleh
karena itu, APRI dan kepolisian negara disiagakan di beberapa tempat untuk menangkal
gangguan keamanan tersebut. Guna mengantisipasi gangguan keamanan di ibu kota,

pimpinan APRI mengerahkan pasukan di beberapa tempat strategis. Nampak anggota APRI

berjaga-jaga di daerah Kebon Kacang, Jakarta.




Partisipasi masyarakat di Jawa Barat pada saat
pemilihan anggota DPR sebesar 70%. Tingginya
jumlah penduduk yang tidak menyalurkan hak
pilihnya disebabkan karena adanya gangguan
keamanan yang dilancarkan oleh pemberontak DI/
TII Kartosuwiryo di beberapa tempat, terutama di
wilayah Karesidenan Priangan. Pada malam sebelum
pencoblosan salah satu TPS di Kecamatan Paseh,
Bandung dibakar oleh gerombolan DI/TII. Gerombolan
pemberontak juga melakukan pembakaran 18 rumah
di kampung Cimuncang, Kabupaten Garut. Kejadian
pembakaran kampung dan kontak tembak juga terjadi
di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dilaporkan juga
di beberapa TPS di wilayah Kecamatan Pangandaran,
Kabupaten Ciamis pemilihan anggota DPR tidak dapat
dilaksanakan pada tanggal 29 September karena adanya
gangguan dari gerombolan DI/TII. Sedangkan gangguan
keamanan yang terjadi di wilayah Karesidenan Jakarta
terdapat di Kabupaten Bekasi. Gangguan keamanan itu

dilakukan oleh gerombolan Bambu Runcing.

Laporan situasi keamanan pada saat
pemungutan suara di Jawa Barat
Sumber: ANRI, Berita Antara 1 Oktober 1955
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Gangguan keamanan juga terjadi di Kawedanan
Nanga Pinoh, Kabupaten Sintang. Pada saat masyarakat
akan menyalurkan hak pilihnya, tiba-tiba gerombolan
pengacau keamanan muncul dan menakut-nakuti
warga. Pihak kepolisian kemudian mengeluarkan
tembakan peringatan guna mengusir gerombolan
pengacau keamanan. Selain itu, di Kotabaru juga terjadi
pembunuhan terhadap seorang warga dan penculikan
anak di ladang yang dilakukan oleh gerombolan
pengacau keamanan. Jaringan kabel telepon yang
menghubungkan kota Pontianak dan daerah tersebut

juga diputus oleh gerombolan pengacau keamanan.

Pemilu di Kotabaru diganggu oleh >
gerombolan pengacau keamanan
Sumber: ANRI, Berita Antara 14 Oktober 1955
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Di Surabaya juga terjadi pelanggaran
penggunaan hak pemilih oleh orang yang tidak
berhak. Seorang pegawai negeri sipil ALRI
atas nama Samsuharso menggunakan surat
pemberitahuan pencoblosan atas nama Moch.
Irvan yang telah meninggal di TPS Kedungdoro
V. Tindakan tersebut diketahui oleh PPPS
setempat dan melaporkan Samsuharso kepada
pihak keamanan. Dalam persidangan Samsuharso
mengaku tindakan tersebut ia lakukan semata-
mata karena hasratnya yang besar untuk
berpartisipasi dalam Pemilu 1955. Sebenarnya ia
telah mendaftarkan diri di PPPS Kedungdoro,
namun hingga tanggal 28 September ia belum

memperoleh surat pemanggilan pencoblosan.

Kecurangan dalam Pemilu 1955 yang
dilakukan oleh Samsuharso disidangkan
di Pengadilan Negeri Surabaya

Sumber: ANRI, Berita Antara 20 Oktober 1955
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Pelanggaran terhadap peraturan pemilu tidak
saja dilakukan oleh kader partai atau masyarakat
umum, namun anggota PPPS juga dapat melakukan
| pelanggaran. Hal itu terjadi di TPS V dan VI desa
I Kalibaru Manis, Kecamatan Glenmore, Kabupaten

Banyuwangi. Pada saat pemilihan anggota DPR,
I warga yang akan mencoblos telah melihat adanya
| lubang samar-samar di surat suara. Hal itu kemudian

disampaikan kepada PPPS dan minta diganti, namun
| oleh PPPS dinyatakan lubang tersebut samar dan surat
| suara tidak perlu diganti. Tetapi ketika dilakukan
penghitungan, surat suara tersebut dinyatakan tidak
sah. Hal itu menyebabkan sekitar 1.400 surat suara
tidak dihitung. NU sebagai partai mayoritas di wilayah
itu merasa dirugikan. Oleh karena itu, NU Cabang
Glenmore melayangkan protes dan meminta agar
pemilihan anggota DPR di TPS V dan VI desa Kalibaru

Manis diulang kembali.

NU Glenmore mendesak
diadakannya pemungutan suara
ulangan di Kalibarumanis

Sumber: ANRI, Berita Antara 21 Oktober 1955
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Pelanggaran terhadap aturan pemilu juga terjadi
di kota Makassar. Setelah proses penghitungan suara
untuk kota Makassar selesai, bungkusan surat suara
tidak langsung diserahkan ke Panitia Pemungutan
Daerah (PPD) XII. Namun bungkusan surat suara
tersebut diinapkan di rumah Ketua PPS kota besar
Makassar selama dua hari. Selama berada di tempat
tersebut bungkusan surat suara dibuka dan disortir
oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Sebagai respon
atas kejadian tersebut, 12 partai dan organisasi massa di
kota Makassar menyatakan menolak hasil pemungutan
suara di kota Makassar. Partai dan organisasi massa
yang menyatakan penolakan sebagai berikut: IPKI,
PIR Hazairin, PRN, PNI, PKI, Gerwani, Gerakan Buruh
dan Tani, Persatuan Kemakmuran Indonesia Sulawesi,
Gerakan Pembela Pancasila, Persatuan Tani Nasional
Indonesia, Badan Perjuangan Buruh, dan Biro Pejuang

Pembangun Republik Indonesia.

Berita kecurangan dalam pemungutan p

suara kota besar Makassar
Sumber: ANRI, Berita Antara 20 Oktober 1955
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‘Hasil Pemilu 1955

A. Perolehan Suara untuk DPR dan Konstituante

1. Perolehan Suara untuk DPR

Memasuki minggu kedua bulan Oktober 1955,

hasil perolehan suara pemilihan anggota DPR
di beberapa daerah telah diketahui oleh masyarakat.
Bahkan pengurus NU Jawa Timur telah mengeluarkan
daftar perolehan suara dari empat partai besar di semua
kota/kabupaten di wilayah tersebut. Untuk wilayah
Jawa Timur partai yang berhasil masuk empat besar
adalah NU, Masyumi, PNI, dan PKI.

Hasil Pemilu 1955 versi NUp>
di beberapa daerah di Jawa
Timur, 12 Oktober 1955
Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama
tahun 1948-1979 No. 2309
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Pemerintah melalui siaran RRI pada tanggal 26

November 1955 pagi mengumumkan pembentukan Panitia ' T Djskurta, 29 November 1955.

Pemeriksa Surat-surat Kepercayaan Anggota-anggota DPR Pt Komanis Tnsonssl - oy
M Iﬂ.ﬂ.l. &
dan Konstituante. Namun darilima nama yang diumumkan At Kot Rive 81 Diabas Sendara Perdans Menteri RI
lrfpae:  dmler 1RI7 a1

tidak satu pun yang berasal dari PKI. Padahal berdasarkan Pt iy FEET IR Dijskarta.

) ) L Nows #2788 e o
hasil penghitungan suara sementara, PKI menjadi salah L i

Dengon hormat,

Hepurut berita jong dlslarken oleh RRI tanggal 26-11-1955 pagl,
makn Peserintah telah membamtuk Penitls Pemeriksa SurctZ Kepertja=
joan Anggota? DFE dan Konstituante jong terpilih dolns pemilihan
umum seknrang ini (berdasar UU We. T tahun 1953 fasal 104}, jang

satu partai yang memperoleh suara terbanyak. Oleh karena
itu, Central Comite PKI melayangkan protes kepada

pemerintah agar keputusan tersebut ditinjau kembali dan

. a (e tardiri dari:
wakil PKI diberi tempat dalam panitia tersebut. Setelah o oy Berk kst s
menerima surat protes dari Central Comite PKI, pemerintah 2. Arudji Kortewisats, dari PSIL;

3. Wr. A.M.Tombuman, dori Farkindo;
kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 317 4. Saimul Arifis, dard N.U.

5. L.B.P.Manuabs, dari PAL.

Tolam misunen Ponitin Pemerikess ini tidak terdopat wokil dari
FEI wobagol partel jamg paling berhak mewakili alirsn sosinlis 41
Indonesin. Putason ini tidek ment)erminkan nliran jeng hidup dolom
mopjarcknt Indonesic, mengobaiken somoseknll hopll pesdngutan suara
jang bara lalu sebagal parnjateon kebendnk dard Rakjat, éon bersi-
fut berntsebelnh. Fonitio Pemeriksa jang disusun dengon pertimbengan
simatjam itu tldak mungkin meloksancken tugasnjs setjorn sempurno.

Dangar ini PLI menjotakan protesnja don sonuntul ogasr Pamerin-
tah menindjou kemball putusannjo dengon memberikon tempot kKepada

tanggal 21 Desember 1955 tentang Pembentukan Panitia
Pemeriksa. Dalam Keputusan Presiden tersebut anggota
panitia ditambah menjadi dua orang, yaitu Ir. Sakirman
(PKI) dan Siauw Giok Tjhan (Baperki).

Pada tanggal 30 Desember 1955, telah diadakan rapat

pembagian kursi tingkat pertama di PP Sumatera Utara.

Dalam kesempatan itu Ketua PP Sumatera Utara Mr.

wakil FET duduk dolas Ponitis Femsriksa torsebut.

o/n Sekretariat Central Cesite FXI,

g

Zsnburagi {Budisagn).
1. B Presidem BI. i

2, Sdr., Eeton Panitin Pemiliban Indcnesio.

3. Sd4r. Ketus Porlesen Sementaru RI.

Mahadi menyampaikan terima kasih terhadap semua
pihak yang membantu pelaksanaan Pemilu 1955 di

Sumatera Utara. Selanjutnya rapat pembagian kursi tingkat

e

pertama dilaksanakan secara terbuka dan bisa disaksikan SIVIPAN
oleh masyarakat umum. Berdasarkan perolehan suara . :
di Sumatera Utara terdapat empat partai besar, yaitu : e L

Masyumi, PNI, Parkindo, dan PKI.

A Surat dari CC PKI kepada Perdana Menteri RI tanggal 29
November 1955 tetang protes dan tuntutan PKI kepada
pemerintah untuk meninjau kembali pembentukan Panitia
Pemeriksa Surat-surat Kepercayaan Anggota-anggota DPR
dan Konstituante yang terpilih dalam pemilihan umum.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden 1950-1959 No. 933
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Pembukaan pidato rapat pembagian kursi-kursi A
pertama DPR pada tanggal 30 Desember 1955 di
Medan oleh Ketua PPSU Mr. Mahadi
Sumber: ANRI, Sekretariat Negara KPM No. 1131
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Jumlah suara yang sah di daerah A
pemilihan Sumatera Utara, hasil rapat
tanggal 30 Desember 1955
Sumber: ANRI, Sekretariat Negara KPM No. 1131
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Perolehan suara Pemilu 1955 untuk anggota DPR
diumumkan secara resmi oleh PPI pada rapat terbuka
tanggal 1 Maret 1956 di gedung olah raga Jakarta. Pada
kesempatan itu Ketua PPI S. Hadikusumo melaporkan
mengenai pelaksanaan dan hasil perolehan suara Pemilu
1955 kepada peserta rapat yang terdiri dari anggota PPI,

pimpinan partai politik, dan wakil pemerintah.

Ketua PPI S. Hadikusumo »
sedang mengumumkan secara

resmi hasil pemilihan anggota

DPR, Jakarta, 1 Maret 1956

Sumber: ANRI, Kempen 560301 FG 3
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Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Perdana Menteri A
Burhanudin Harahap mendengarkan pengumuman hasil
pemilihan anggota DPR yang diumumkan oleh Ketua
PPI S. Hadikusumo, Jakarta 1 Maret 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560301 FG 15
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Selanjutnya para anggota PPl membacakan secara bergantian hasil perolehan kursi
DPR dimulai dari Wakil Ketua PPI Rustam Sutan Palindih yang membacakan daftar jumlah
kursi yang didapat pada pembagian kursi-kursi sisa tingkat kesatu. Kemudian G.A. Muis
membacakan daftar nama calon yang terpilih dari setiap daerah pemilihan bagi PNI, PKI,
dan NU. Daftar nama calon yang terpilih dari setiap daerah pemilihan bagi Partai Masyumi

dibacakan oleh Sunarto. Selanjutnya Achmad Ruslan membacakan daftar nama calon yang

terpilih dari setiap daerah pemilihan bagi partai-partai lainnya.

138

A Wakil Ketua PPI Rustam Sutan Palindih sedang A G.AMuis sedang membacakan daftar nama-
membacakan daftar jumlah kursi yang didapat nama calon yang terpilih dari tiap-tiap daerah
pada pembagian kursi- kursi sisa tingkat kesatu, pemilihan bagi partai-partai PNI, PKI, dan NU,
Jakarta 1 Maret 1956 Jakarta 1 Maret 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560301 FG 9 Sumber: ANRI, Kempen 560301 FG 6
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Sunarto sedang membacakan daftar A Achmad Ruslan sedang membacakan A
nama calon yang terpilih dari tiap-tiap daftar nama calon yang terpilih dari
daerah pemilihan bagi Partai Masyumi, setiap daerah pemilihan bagi partai-
Jakarta 1 Maret 1956 partai lainnya, Jakarta 1 Maret 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560301 FG 7 Sumber: ANRI, Kempen 560301 FG 5
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Hasil perolehan suara Pemilu 1955 diumumkan secara sederhana dengan menggunakan
papan tulis. Pada papan tulis tersebut terdapat 28 kontestan yang berhasil memperoleh kursi
di DPR. Nampak pada papan tulis lima partai politik yang memperoleh suara terbanyak,
yaitu PNI, Masyumi, NU, PKI, dan PSII. Pada papan tulis tertulis hasil pemilihan umum DPR
tahun 1954, hal itu bukan salah tulis. Memang pemilihan anggota DPR baru dilaksanakan
pada tahun 1955.
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Daftar hasil pemilihan anggota DPR A
tahun 1955, Jakarta 1 Maret 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560301 FG 18;

560301 FG 19; 560301 FG 20
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| | [ | |
No Kontestan Pemilu Jumlah Suara Sah Peléslf;lrt:se ]umlﬁlI\,II{(ursi
1 |PNI 8.434.653 22,3 57
2 | Masyumi 7.903.886 20,9 57
3 |NU 6.955.141 18,4 45
4 | PKI 6.179.914 16,4 39
5 | PSII 1.091.160 2,9 8
6 | Parkindo 1.003.325 2,6 8
7 | Partai Katolik 770.740 2 6
8 | PSI 753.191 2 5
9 |Ikatan Pendukung Kemerdekaan 541.306 1,4 4
Indonesia (IPKT)
10 | Perhimpunan Tarbiyah Islamiyah 483.014 1,3 4
(Perti)
11 | Partai Rakyat Nasional (PRN) 242.125 0,6 2
12 | Partai Buruh 224.167 0,6 2
13 | Gerakan Pembela Pancasila (GPPS) 219.985 0,6 2
14 | Partai Rakyat Indonesia (PRI) 206.261 0,5 2
15 | Persatuan Pegawai Polisi Republik 200.419 0,5 2
Indonesia (PPPRI)
16 | Murba 199.588 0,5 2
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17 | Badan Permusyawaratan 178.887 0,5 1
Kewarganegaraan Indonesia
(Baperki)
18 | Partai Indonesia Raya (PIR) 178.481 0,5 1
Wongsonegoro
19 | Gerinda 154.792 0,4 1
20 | Persatuan Marhaen (Permai) 149.287 0,4 1
21 | Partai Persatuan Daya 146.054 04 1
22 | PIR Hazairin 114.644 0,3 1
23 | Partai Persatuan Tharikat Islam 85.131 0,2 1
(PPTT)
24 | AKUI 81.454 0,2 1
25 | Partai Rakyat Desa (PRD) 77.919 0,2 1
26 |Partai Rakyat Indonesia Merdeka 72.523 0,2
(PRIM)
27 | Angkatan Communis Muda 64.514 0,2 1
(Acoma)
28 |R. Soedjono Prawirosoedarso dkk 53.305 0,1 1
29 | Partai, organisasi massa, perorangan 1.022.433 2,7 -
Total 37.785.299 100 257
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Tampilnya PNI sebagai pemenang dalam Pemilu 1955 disambut gembira oleh para elite
dan kader partai tersebut. Setelah penghitungan suara selesai Ketua Umum PNI Sarmidi

Mangunsarkoro menyalami Ketua PPI S. Hadikusumo dan tokoh PNI Ali Sastroamidjojo

nampak menyalami anggota PPI Sumarto.

A Ketua Umum PNI Sarmidi Mangunsarkoro A Ali Sastroamidjojo sedang memberikan
sedang memberikan ucapan selamat selamat kepada Sumarto anggota PPI
kepada Ketua PPI S. Hadikusumo setelah setelah pengumuman resmi selesai,
pengumuman selesai, Jakarta 1 Maret 1956 Jakarta 1 Maret 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560301 FG 1 Sumber: ANRI, Kempen 560301 FG 2
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2. Perolehan Suara untuk Konstituante

PPI mengumumkan hasil penghitungan suara untuk Konstituante pada tanggal 14 Juli
1956. Seperti halnya pada hasil penghitungan suara DPR, perolehan suara untuk empat
besar tetap diisi oleh PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Namun pada pemilihan anggota
Konstituante perolehan suara Masyumi mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu
sebesar 114.267 suara. Sedangkan tiga partai yang lain justru mengalami peningkatan suara.

Terdapat 34 kontestan Pemilu 1955 yang memiliki kursi di Konstituante.

No Kontestan Pemilu ]umlgl; hSuara Peléslfgaase ]umlﬁlll)II{(urSi
1 | PNI 9.070.218 23,97 119
2 | Masyumi 7.789.619 20,59 112
3 |[NU 6.989.333 18,47 91
4 | PKI 6.232.512 16,47 80
5 | PSII 1.059.922 2,8 16
6 | Parkindo 988.810 2,61 16
7 | Partai Katolik 748.591 1,99 10
8 |PSI 695.932 1,84 10
9 |Ikatan Pendukung Kemerdekaan 544.803 1,44 8

Indonesia (IPKI)
10 | Perhimpunan Tarbiyah Islamiyah 465.359 1,23 7
(Perti)
11 | Partai Rakyat Nasional (PRN) 220.652 0,58 3
12 | Partai Buruh 332.047 0,88 5
13 | Gerakan Pembela Panca Sila 152.892 0,4 2
(GPPS)
14 | Partai Rakyat Indonesia (PRI) 134.011 0,35 2
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15 | Persatuan Pegawai Polisi 179.346 0,47 3
Republik Indonesia (PPPRI)
16 | Murba 248.633 0,66 4
17 |Badan Permusyawaratan 160.456 0,42 2
Kewarganegaraan Indonesia
(Baperki)
18 | Partai Indonesia Raya (PIR) 162.420 0,43 2
Wongsonegoro
19 | Gerinda 157.976 0,42 2
20 | Persatuan Marhaen (Permai) 164.386 0,43 2
21 | Partai Persatuan Daya 169.222 0,45 3
22 | PIR Hazairin 101.509 0,27 2
23 | Partai Persatuan Tharikat Islam 74.913 0,2 1
(PPTI)
24 | AKUI 84.682 0,22 1
25 | Partai Rakyat Desa (PRD) 39.278 0,1 1
26 | Partai Rakyat Indonesia Merdeka 143.907 0,38 2
(PRIM)
27 | Angkatan Communis Muda 55.844 0,15 1
(Acoma)
28 | R. Soedjono Prawirosoedarso dkk 38.356 0,1 1
29 | Gerakan Pilihan Sunda 35.035 0,09 1
30 | Partai Tani Indonesia 30.060 0,08 1
31 | Raja Keprabonan 33.660 0,09 1
32 | Gerakan Banteng Republik 39.874 0,11 1
Indonesia (GBRI)
33 | PIRNTB 33.823 0,09 1
34 | L.M. Idrus Effendi 31.988 0,08 1
35 | Partai, organisasi massa, 426.586 1,13 -
perorangan
Total 37.837.105 100 514
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B. Pelantikan Anggota DPR dan Konstituante
1. Pelantikan Anggota DPR

Upacara pelantikan anggota DPR hasil Pemilu 1955 dilaksanakan di Istana Merdeka
pada tanggal 25 Maret 1956. Upacara tersebut dihadiri oleh para anggota DPR, para menteri,
serta pejabat tinggi negara yang lain. Nampak Presiden Sukarno dengan didampingi Wakil
Presiden Mohammad Hatta sedang membacakan pidato pelantikan di depan anggota DPR.

A Suasana upacara pelantikan anggota DPR di Istana
Merdeka. Presiden Sukarno tengah mengangkat
sumpah anggota DPR, Jakarta 25 Maret 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560324 FG 2-1
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Setelah upacara pelantikan, Presiden Sukarno
menyalami para anggota DPR. Salah satu tokoh yang
terpilih sebagai anggota DPR adalah Sutomo (Bung
Tomo) dari PRI seorang pejuang Angkatan 45 di Jawa
Timur, selain itu nampak pula tokoh perempuan Ny.

Lestari Sutrasno dari PNI.

Satu-satunya tokoh perorangan yang berhasil
menduduki jabatan anggota DPR dan Konstituante
pada Pemilu 1955 adalah R. Soedjono Prawirosoedarso.
Ia merupakan guru spiritual dari Madiun yang
memiliki banyak pengikut di Jawa Tengah dan Jawa
Timur. Ia memimpin aliran kebatinan yang diberi nama
IImu Sejati. Ketika dilantik menjadi anggota DPR ia
telah berusia 81 tahun dan menjadi anggota tertua di

lembaga legislatif itu.

A Suasana pelantikan anggota DPR di Istana
Merdeka. Presiden Sukarno sedang berjabat
tangan dengan anggota DPR Nyonya Lestari
Sutrasno (PNI), Jakarta 25 Maret 1956
Sumber: ANRI, 560324 FG 1-5
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Presiden Sukarno memberi selamat pada A
anggota DPR baru, Soetomo (Bung Tomo),
Jakarta 25 Maret 1956
Sumber: ANRI, 560324 FG 2-6

Presiden Sukarno sedang berjabat tangan dengan P
R. Soedjono Prawirosoedarso (81 tahun) dari
kontestan perorangan, Jakarta 25 Maret 1956

Sumber: ANRI, 560324 FG 7
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Pada tanggal 28 Maret 1956, anggota DPR
melaksanakan sidang untuk memilih Ketua DPR. Dalam
sidang pemilihan itu terdapat dua kandidat, yaitu
Mr. Sartono dari PNI dan Prawoto Mangkusasmito
dari Masyumi. Dalam pemilihan yang berlangsung
ketat tersebut, akhirnya dimenangi oleh Mr. Sartono
dengan perolehan suara 134 melawan 83. Prawoto
Mangkusasmito (berpeci) kemudian memberikan

ucapan selamat kepada Mr. Sartono.

Sehari setelah Mr. Sartono terpilih menjadi Ketua
DPR, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1956 tentang
pengesahan Mr. Sartono sebagai Ketua DPR. Dengan
keluarnya surat keputusan presiden tersebut maka Mr.
Sartono dapat melaksanakan tugasnya sebagai Ketua

DPR secara penuh.

Keputusan Presiden Nomor 87 tahun ~ »>
1956 tentang Pengesahan Mr. Sartono
sebagai Ketua DPR pada 29 Maret 1956
Sumber: ANRI, Sekretariat Negara RI: seri

Produk Hukum 1949-2005 No. 5824
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Papan pengumuman suara menunjukkan A Mr. Sartono menerima ucapan selamat dari A
angka bahwa Mr. Sartono (PNI) mendapatkan Prawoto Mangkusasmito, Jakarta 28 Maret 1956
suara lebih banyak dari lawannya, Prawoto Sumber: ANRI, Kempen 560328 FG 5-1

Mangkusasmito (Masyumi), Jakarta 28 Maret 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560328 FG 5-4
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2. Pelantikan Anggota Konstituante

Guna mempersiapkan pelantikan anggota Konstituante,
pemerintah membentuk Panitia Negara untuk Persiapan-
persiapan Sidang Konstituante yang di dalamnya terdapat
Panitia Khusus Tata Tertib Konstituante. Panitia tersebut
terdiri dari 12 orang yang dipimpin oleh Mr. A.M. Tambunan
(Parkindo), Mr. Soebagio Reksodipoero (PNI), Ir. Sakirman
(PKI), Prawoto Mangkusasmito (Masyumi), Mr. Sartono
(PNI), Siauw Giok Thjan (Baperki), Zainul Arifin (NU),
Arudji Kartawinata (PSII), Zainal Abidin Ahmad (Masyumi),
Mr. Hamid Algadrie (PSI), Mr. Muh. Yamin (GPPS), dan H.
Siradjuddin Abas (Perti).

Pelantikan anggota Konstituante dilaksanakan pada
tanggal 9 dan 10 November 1956 di Bandung. Guna
menyukseskan acara tersebut Perdana Menteri Ali
Sastroamidjojo mengeluarkan instruksi kepada Menteri
Dalam Negeri, Menteri Penerangan, Menteri Keuangan,
dan Menteri Perhubungan agar mengeluarkan instruksi
dalam bentuk telegram ke instansinya masing-masing agar
rencana pelantikan tersebut tersiar luas. Selain itu, RRI
juga wajib menyiarkan pengumuman pemerintah tentang
upacara pelantikan (penyumpahan) anggota Konstituante
tersebut dalam siarannya. Sedangkan pihak GIA wajib
memprioritaskan pengangkutan bagi anggota Konstituante

yang akan menghadiri sidang pelantikan di Bandung.
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Surat dari perdana menteri kepada presiden, wakil A
presiden, para menteri dan Ketua DPR mengenai
pelantikan Konstituante, 31 Oktober 1956
Sumber: ANRI, Sekretariat Negara KPM No. 2448
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Pada tanggal 31 Oktober 1956, pemerintah ;,;r,wm

mengeluarkan pengumuman bahwa upacara pelantikan

anggota Konstituante sudah dapat dilaksanakan karena

Pode teoppal M Metober 1956 Peserictsh telak Sefsrles
Aspsran dorl fanltya Pemsrilisosn, Bohss sads /ord 1o sudoh
1obik dapl Y00 (sepetrstus) tiolon telsh-diterisn sebagal
drrootn Xonstitusntae,

Lomirut Tedense neser 2 knbun 19540 Jumeto Undang® Darurstl
nemor & tahun 1956 Honatitusote eundoh dopat dilookill, apdbils
djuslah tarpilin’ jans diterioo oleoh Pondtyn Femeriksssn sebogzl
dnzzets sadoh bepdiemloh 480 [enpatrotus ) ordng.

telah ada 400 anggota yang diterima oleh Panitia
Pemeriksaan. Pemerintah kemudian menetapkan
upacara pengambilan sumpah dilaksanakan pada

tanggal 9 November di gedung Gubernuran Bandung

Earhubung denyan Zenfotidn berscbut dlstos, =h= Pengrln-
teh teloh mesmtuslsn untulk senzidcitan upat jaro penjempohan pars
fAnggots Eonstituscts pads Barl Dfussst tongpal 9 Hovesher 1956
papl ditespar kodlaman Tubsrnige Bjowm Barst di Bondins dan

dan pelantikan anggota Konstituante dilaksanakan

pada tanggal 10 November 1956 di gedung Merdeka.

songodoinn gpat jara pelantilnmn Eonstitusnte pods harl Sabtu
tangpal 10 Wovesber 1956 pagl 41 Oedung EKonastituante |Oedung
Mordeka) dl Tjalas dsls Afeilka GF [wasspulubtod jub) Bamdunc.
Baik pehluespaiban eeqecta soupyn pelontilsn Kenstitwmnts
torsnbut akan dilolmican oleh: Fadil . Froslden,
Pors Lnpsota Hopstitunpts dihaesp sudsh borsds dl hests
Bapduns selosbat=loshatns pada harl Znals tancg=l 8 Bovesher

Pemerintah juga meminta jajarannya di daerah untuk
memfasilitasi anggota-anggota Konstituante yang akan
menghadiri pelantikan di Bandung dengan memberikan

bantuan transportasi dan biaya perjalanan.

1956 serto menbeoritamisn bedstansannjs pads Sekretzrlat Suman-
tars Eonstituante 41 Gaduny epdel= df Dinlap Asio=bi=lls. cooae
Dukungan dan harapan rakyat terhadap anggota 67, Babduny, dsnsam meshown gts=tT fany telsh diterimanfs dupl

Ponitya Femilibon Infoneplc danp laln? sumt leclblsoals
Konstituante yang terpilih melalui Pemilu 1955 sangatlah Eepads sszensp instinsi didcerch-Suorch disints bantudn

berups f2pilltot calse perfznpiminon don kepdorcon Sor®s porasd it
besar. Salah satunya ditunjukkan oleh pernyataan besjs perdfalanan kacl gslomgam I {anti); apir supo)e pars Ang-

ota Fopatliaon: ot borpesimt ks Banduns dan detang pads
Gerwani Cabang Ciamis sehari sebelum pelantikan Wity Jomg telah difontulnn,

Hopn paps fnpoots FonstiBubote Jone Relsh dltsclaz cleh

anggota Konstituante. Dalam pernyataan itu Gerwani Panitys Pomerilnan nerts dserch posllibenn]s saslasd dlusslon

tarsams Inl,

menyampaikan harapan agar Konstituante dapat

. Dlakarta, 31 Olckcker 1955,
menyusun undang-undang dasar yang demokratis
,F?B.'EI.I'..}E. LENTERT,

dan menjamin hak hidup rakyat banyak. Selain itu o) w:"‘____’w

i i
Er, ALI GETIOMAK TDLLIT,

anggota Konstituante harus dapat menolak cita-cita
yang bermaksud mengubah bentuk negara Indonesia

menjadi negara federasi.

A Pengumuman pemerintah mengenai
upacara pelantikan anggota Konstituante
pada tanggal 10 November 1956
Sumber: ANRI, Sekretariat Negara KPM No. 2448

156  Bab IV Hasil Pemilu 1955



00 EE iamed A

'- /"’/’/L\\

DEdAN PINPINAN TENBAKG ‘_;?

REAEAR SANITA TNTRONEH LA J adamds, 9 ¥evambar 1955
"EERVWANTI® .,'.;_. ;
T 44 nm A = _;",:‘-"'_..’..."

Djalsn Gofiang He. 15.- i

a;,u_ajs..xu/

Hotadl Pemilihan Usim jaslr untuk D.P.R. dan Esnstitusnte talsh semn
djukcen Betapn benar ksaninran dan keinginan fakjat untuk semilllkl Hegasm
jang sampuniai TPE dan Xsnstitunnte jang wenar2 Demgkratis, walsupun 81
Indenssia baru partams kalil disinjoss.

Mandielang palentiknn angeemia? Eenstitusnts dan sidanginia, tidak &
warlebihdan kirania kalsu ODervanl Tinwang Tiiamis jang mevakill 15576 angr
graits manjampaiian ¥ Seln mat seraidang dan selosnt beiordia * dengan i
pettal Beberanpa barapan jang sevndjmrnia mendnpat perhatins sspsriunia,

Dangan sdmnja hatsil pemilikan uees telak dapat digesbarian b Ra
kjat sampurinl keinginan jang muiju dan merinduken perbadken dolas hidnp-

- Unlang? ssmsniara jang ssknrang berlake masih kurang seiali msndjamin

kslalunanan midup Esiciat wanjaks
Fakn dangan denikisn kanil memissnk 3
1. Usntuk parbaiican Nepara ian untuk parsaiian Enkiatnia,supaia Devmn
« Fanstitumnts dapat sentidpbakan sustu Undang? jang benay? demsicrn-
tin, Tidang? Negurn Kesatuan, Aiwann kehidupan dan hak? Rakiat Ba-
niak akan dapat didjusin
2. Supnjn Devan Esnatituante dapat menmelalk £iap2 tiita2 jang inrin
j—\mﬁx Negara Tndsnesin mendindi Wegnra Federsai.

Dargnn memgnlirnin pernjntasn: dard Rakjnt, knml partiaia Bahin Desan
$idnk alnn selupakan, bahea Hakiat inng msemilih menaruh kepertjaisan pemub,
Sahwn vakilnis aksn bensr? mamperhntikan nesid Eakjat sanjek, dan tidelk
menbioriken beberapa manunin sadin memperkesn hak Enkjint.

. < Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang

1. Dewnn Kenstitumnts di Peniung. Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) Ciamis
2, Fuloi. Frealden R.I. Diakarta. tentang pelantikan Konstituante. Gerwani
4. Parlssen R.I. 41 Djaknrta. Cabang Ciamis berharap agar Konstituante
4 DP.P, Garwnnl 41 Dimknrin. dapat menyusun undang-undang dasar
« D.F.D. Gerwonl Dinkar. yang demokratis dan menolak pembentukan
: kT e kAT, _ Dewan Fimpinan Tjabang Gervaml negara federasi, 9 November 1956
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden No. 1405
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Pada tanggal 8 November 1956, diadakan resepsi
untuk anggota Konstituante yang akan dilantik di
gedung Gubernuran Bandung. Nampak anggota
Konstituante sedang menanti kedatangan Presiden

Sukarno di depan gedung Gubernuran Bandung.

Pada malam resepsi tersebut digunakan para
anggota Konstituante untuk saling bekenalan. Mereka
berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan latar
belakang yang berbeda-beda. Banyak di antara mereka
yang sebelumnya belum pernah bertatap muka dengan
Presiden Sukarno. Presiden Sukarno sedang berfoto

bersama dengan para anggota Konstituante.

Anggota Konstituante di depan P>
gedung Gubernuran Bandung

untuk menyambut kedatangan
Kepala Negara, 8 November 1956
Sumber: ANRI, Kempen |B 5603-654
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Presiden Sukarno bersama anggota A
Konstituante setelah resepsi di gedung
Gubernuran Bandung, 8 November1956
Sumber: ANRI, Kempen |B 5603-689
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A Sekjen Sementara Konstituante, Akub
Gulangge memberikan laporan kepada
Presiden Sukarno, 9 November 1956;
Sumber: ANRI, Kempen JB 5603-723
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-\ ; V. Pada tanggal 9 November 1956, Presiden Sukarno
g mengambil sumpah anggota Konstituante di gedung
Gubernuran Bandung. Setelah Presiden Sukarno
memasuki ruangan, Sekretaris Jenderal Sementara
Konstituante Akub Gulangge melaporkan kesiapan
upacara pengambilan sumpah. Selanjutnya Presiden
Sukarno mengambil sumpah anggota Konstituante

sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

< Penyumpahan anggota Dewan
Konstituante di gedung Gubernuran
Bandung, 9 November 1956

Sumber: ANRI, Kempen |B 5603-748
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Pelantikan anggota Konstituante baru dilangsungkan keesokan harinya di gedung
Merdeka, Bandung bertepatan dengan hari Pahlawan tanggal 10 November 1956.
Pada kesempatan itu Presiden Sukarno membacakan pidato yang intinya meminta
agar Konstituante bersama-sama pemerintah dapat menyusun Undang-undang Dasar

Republik Indonesia.

A Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Drs. Moh.
Hatta meninggalkan gedung Merdeka setelah upacara
pelantikan, anggota Konstituante, 10 November 1956
Sumber: ANRI, Kempen |B 5603-734
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Pada tanggal 19 November 1956 diadakan rapat pemilihan Ketua Konstituante. Dalam
pemilihan Ketua Konstituante itu muncul dua kandidat, yaitu Mr. Wilopo dari PNI dan
K.H.M. Dahlan dari NU. Dalam pemungutan suara yang berlangsung ketat, akhirnya Mr.
Wilopo tampil sebagai pemenangnya dengan memperoleh 240 suara. Sedangkan K.H.M.
Dahlan memperoleh 220 suara. Nampak Mr. Wilopo dikerumuni oleh para pendukungnya

setelah berhasil memenangi pemilihan Ketua Konstituante.

T T/
P A

Hasil penghitungan suara pemilihan A Mr. Wilopo yang baru terpilih sebagai A
Ketua Konstituante, 19 November 1956 Ketua Konstituante dikerumuni oleh para
Sumber: ANRI, Kempen JB 5603-816 pendukungnya, 19 November 1956

Sumber: ANRI, Kempen |B 5603-815
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C. Anggota DPR dan Konstituante yang Diangkat

Selain anggota yang dipilih, ada pula anggota DPR
dan Konstituante yang diangkat oleh pemerintah.
Anggota yang diangkat ada dua kelompok, kelompok
pertama mewakili Irian Barat yang tidak mungkin
diadakan pemilu karena masih dikuasai oleh Belanda.

Jumlah anggota yang diangkat mewakili daerah

PFUSAT FIMPINAN
GEELJHA;‘F PEMBELA PANTJASILA

Selaywignar

pemilihan Irian Barat sebanyak 3 orang untuk DPR dan 6
orang Konstituante. Sedangkan kelompok kedua adalah
wakil kelompok minoritas yang terdiri atas keturunan
Tionghoa, Eropa, dan Arab. Jumlah golongan minoritas

yang diangkat oleh pemerintah sebanyak 14 orang.

Dalam mengisi wakil-wakil Irian Barat yang duduk
di DPR dan Konstituante Gerakan Pembela Pancasila
mengajukan nama-nama tokoh yang tidak satu pun
putra Irian Barat. Anggota DPR wakil Irian Barat yang
diusulkan oleh Gerakan Pembela Pancasila adalah
Chairul Saleh, Dr. Buntaran Martoadmodjo, dan Andi
Penjamin. Sedangkan untuk anggota Konstituante wakil
dari Irian Barat yang diusulkan oleh Gerakan Pembela
Pancasila adalah Prof. Mr. Abdulgafar Pringgodigdo,
Chairul Saleh, Dr. Buntaran Martoadmodjo, Andi
Penjamin, Prof. Mr. Muhammad Yamin, dan Dr.

Sutardjo.
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Pancasila kepada Presiden RI tanggal 3 April
1956 tentang pencalonan sebagai anggota DPR
dan Konstituante untuk Irian Barat

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 933
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Pada tanggal 21 Maret 1956, perwakilan masyarakat
Irian Barat atas nama Elly Kendiwara, P. Wihiawary,
M. Buara, Ch. Dimara, H. Fakdawer, dan D.B. Urbon
mengirim surat kepada pemerintah yang pada intinya
menolak pencalonan Mahmud Rumagesan dan Sultan
Tidore sebagai wakil Irian Barat di DPR. Sebab kedua
nama tersebut bukanlah keturunan Irian Barat, namun
berasal dari Maluku. Tokoh-tokoh tersebut kemudian
mendukung pencalonan Silas Papare, N.L. Soewages,
dan A.B. Karubuy hal itu sesuai dengan keputusan rapat
Gerakan Aksi Bersama Pembebasan Irian (GABPI).

< Surat dari perwakilan pemuda Iran Barat (Elly
Kandiwara, dan kawan-kawan) kepada Presiden
dan Perdana Menteri RI tanggal 21 Maret 1956
tentang dukungan terhadap pencalonan anggota
DPR hasil putusan rapat Gerakan Aksi Bersama
Pembebasan Irian dan penolakan terhadap
pencalonan Mahmud Rumagesan dan Sultan

Tidore yang mewakili Irian dalam DPR.

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 933
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Dalam rapat ke-33 tanggal 23 Agustus 1956, Panitia
Pemeriksaan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor
273/1956 yang menyatakan A.B. Karubuy diterima
menjadi anggota DPR dari Irian Barat. Hal itu sesuai

dengan permintaan tokoh-tokoh Irian Barat.

Etnis Tionghoa sebagai kelompok minoritas yang
terbesar di Indonesia juga mengajukan wakilnya untuk
duduk di DPR dan Konstituante. Dalam hal ini Komite
Pencalonan Anggota DPR/Konstituante Keturunan
Tionghoa mengusulkan calon tunggal Go Yoe Hien.
Go Yoe Hien sendiri merupakan salah satu intelektual
keturunan Tionghoa dan pernah menjadi anggota PNI

Cabang Kediri, Jawa Timur.

Surat Keputusan Nomor 273/1956 yang >
menyatakan A.B. Karubuy diterima menjadi
anggota DPR dari Irian Barat. Hal itu sesuai
dengan permintaan tokoh-tokoh Irian Barat.
Sumber: ANRI, Kabpres No. 1006
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Surat dari Komite Pencalonan Anggota DPR/ A
Konstituante Keturunan Tionghoa kepada
Presiden RI tanggal 25 Juni 1956 tentang pengajuan
calon tunggal untuk pencalonan anggota DPR/
Konstituante keturunan Tionghoa
Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 933
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Sebagai wadah pergerakan bagi WNI keturunan
Eropa, Panitia Pusat Gerakan Kaum Indo WNI
Angkatan 45 pada suratnya kepada pemerintah tanggal
4 Mei 1956 mengajukan enam nama anggotanya untuk
duduk dalam Konstituante. Mereka adalah E.F. Wens,
J.F.G. Steyn, S.F. Meyer, H.F.A. Wijnberg, ].F. Vodegel,
dan D. Hage. Kelompok pergerakan tersebut berharap
di antara nama-nama tersebut ada yang terpilih duduk

dalam Konstituante.

Surat dari Panitia Pusat Gerakan Kaum >
Indo WNI kepada pemerintah RI tanggal 4

Mei 1956 tentang rekomendasi nama untuk
pengangkatan calon- calon anggota DPR dari
golongan minoritas

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 933
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Dalam rangka keterwakilan kelompok etnis
Arab, Panitia Bakti Keturunan Arab dari Surabaya
mengirim surat kepada Presiden Sukarno yang isinya
mengajukan dua nama anggotanya agar dilantik
sebagai anggota Konstituante. Dua tokoh keturunan
Arab itu adalah M.B.A. Alamoedie dan N.S. Alkaff.

Surat dari Panitia Bakti Keturunan
Arab tanggal 3 April 1956 kepada
Presiden RI tentang pencalonan
M.B.A. Alamoedie dan N.S. Alkaff
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959
No. 933
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Pada laporan ke-44 Panitia Pemeriksaan
menentukan penerimaan anggota DPR perwakilan
golongan minoritas keturunan Tionghoa dan Eropa atas
nama Lie Po Yoe dan J.R. Koot. Selain itu, pada laporan
yang sama juga disebutkan penerimaan anggota
Konstituante pengganti atas nama Soedjatmoko dan

Mr. Kosasih Poerwanegara.

Laporan ke-44 Panitia Pemeriksaan tanggal
10 November 1956 tentang penentuan
penerimaan anggota DPR dari golongan
minoritas atas nama Lie Po Yoe dan J.R. Koot
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 933
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D. Dampak Pemilu 1955

Setelah hasil perolehan suara anggota DPR diketahui oleh masyarakat luas maka
muncul desakan dari berbagai organisasi massa agar Kabinet Burhanudin Harahap
segera mengembalikan mandatnya. Mereka berharap agar DPR yang baru dapat

membentuk kabinet secepatnya dan roda pemerintahan segera berjalan.

Pada tanggal 3 Oktober 1955, Dewan Pusat Perbepbsi mengeluarkan pernyataan
tentang hasil pemungutan suara DPR tanggal 29 September 1955. Berdasarkan berita
surat kabar dapat diketahui hasil perolehan suara Pemilu DPR di mana orang-
orang yang duduk di Kabinet Burhanudin Harahap tidak memperoleh kepercayaan
dari rakyat. Oleh karena itu, Dewan Pusat Perbepbsi menginginkan agar Kabinet
Burhanudin Harahap segera mengembalikan mandatnya. Selain itu, Dewan Pusat
Perbepbsi juga mengecam manuver politik yang dilakukan oleh Kabinet Burhanudin
Harahap untuk memperpanjang kekuasaannya dengan meminta dukungan pada

DPRS.

Pernyataan Dewan Perbepbsi yang menginginkan p>

Kabinet Burhanudin Harahap segera
mengembalikan mandatnya, 30 Oktober 1955
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 993 a
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Pada tanggal 2 Januari 1956, Pimpinan Gerakan
Pembela Pancasila Plered mengirimkan penyataan,
tuntutan, dan anjuran kepada Presiden Republik
Indonesia, pemerintah, Ketua Parlemen, Ketua PPI,
Kongres Rakyat, dan media massa. Dalam surat tersebut
Pimpinan Gerakan Pembela Pancasila Plered meminta
agar Kabinet Burhanudin Harahap segera menyatakan
demisioner dan pemerintah segera mengangkat
formatur untuk membentuk kabinet baru. Selain itu
Pimpinan Gerakan Pembela Pancasila Plered mengajak
partai-partai dan organisasi massa baik yang bergabung
dengan Kongres Rakyat maupun tidak untuk aktif
terlibat dalam menyusun negara Republik Indonesia

yang demokratis.

Pernyataan, tuntutan, dan anjuran dari | 2
Gerakan Pembela Pancasila Plered pasca
Pemilu 1955, 2 Januari 1956

Sumber: ANRI, Arsip KPM No. 1131 a
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Dewan  Revolusioner  Pergerakan  Pemuda
Revolusioner Indonesia pada tanggal 28 Februari 1956
sehari sebelum PPI mengumumkan hasil pemilu DPR
mengeluarkan pernyataan sikap. Pergerakan Pemuda
Revolusioner Indonesia menginginkan agar DPR yang
terpilih melalui Pemilu 1955 segera bersidang untuk
membentuk kabinet yang baru. Organisasi tersebut
juga berharap semua golongan dan aliran yang ada di
masyarakat mendukung kabinet yang dibentuk oleh
DPR. Pergerakan Pemuda Revolusioner Indonesia
menghendaki agar kabinet yang terbentuk tersebut
segera zmelaksanakan program yang konkret dan

revolusioner.

| Surat pernyataan No. 1002/DR/ST/'56 dari

Pergerakan Pemuda Revolusioner Indonesia
tanggal 28 Februari 1956 tentang keinginan untuk
diadakan segera sidang dan pembentukan kabinet
baru setelah diumumkan hasil Pemilu 1955
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 993 b
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Setelah menghadapi desakan dari berbagai pihak, akhirnya Perdana Menteri Burhanudin
Harahap mengembalikan mandatnya pada tanggal 3 Maret 1956. Presiden Sukarno kemudian
menunjuk formatur Ali Sastroamidjojo untuk menyusun kabinet yang baru. Kabinet Ali

Sastroamidjojo dilantik oleh Presiden Sukarno pada tanggal 24 Maret 1956. Setelah upacara

pelantikan, seluruh anggota Kabinet Ali Sastroamijojo berfoto bersama Presiden Sukarno
dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.
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<« Suasana pada upacara pelantikan di Istana Anggota Kabinet Ali Sastroamidjojo II berfoto A
Merdeka, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo bersama Presiden Sukarno dan Wakil Presiden
sedang diangkat sumpahnya secara agama Islam, Mohammad Hatta, Jakarta 24 Maret 1956
Jakarta 24 Maret 1956 Sumber: ANRI, Kempen 560324 FG 1-4

Sumber: ANRI, Kempen 560324 FG 5-1
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? emilu 1955 telah berhasil dilaksanakan dan berlangsung cukup demokratis. Hal
itu ditunjukkan dari animo masyarakat yang sangat besar untuk memberikan hak
suaranya. Pada hari pemungutan suara para pemegang hak pilih berbondong-bondong
mengantre di TPS. Sedikit sekali atau bisa dibilang tidak ada tekanan ketika seorang pemilih

mencoblos tanda gambar kontestan pemilu di bilik suara.

Meski di beberapa daerah muncul gangguan keamanan yang turut mempengaruhi
jalannya pemilu, namun hal itu tidak mengurangi nilai demokrasi yang ada. Sebab
teror tersebut tidak dilakukan pihak pemerintah sebagai penyelenggara atau partai
politik kontestan pemilu, namun dari gerombolan pengacau yang sejak sebelum pemilu

direncanakan telah eksis.

Pemilu 1955 merupakan pembuktian bagi partai politik mengenai seberapa besar
ideologi dan gagasannya diterima dan didukung oleh masyarakat. Berdasarkan perolehan
suara muncul empat besar pemenang pemilu, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Keempat
partai tersebut mencerminkan ideologi utama yang berkembang di masyarakat Indonesia
pada saatitu, yaitu Islam, nasionalis, dan komunis. Memang sejak sebelum era kemerdekaan
tiga ideologi tersebut yang mendominasi partai-partai politik yang ada di Indonesia.
Sedangkan pada tataran gagasan, ideologi nasionalis yang dibawa oleh PNI diterima
secara luas di kalangan birokrat dan kaum terpelajar. Pada daerah-daerah yang penduduk
Islamnya mayoritas, menjadi medan perebutan pengaruh dua partai besar Islam tersebut.
Kalangan Islam modern di perkotaan lebih cenderung menyalurkan aspirasi politiknya
ke Masyumi, sedangkan Islam tradisional di pedesaan terutama di Pulau Jawa lebih

cenderung ke NU. PKI tampil memanfaatkan celah-celah ideologi yang ada antara Islam
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dan nasionalis. Partai ini secara berimbang menyebarkan pengaruhnya di perkotaan dan
pedesaan, di perkotaan PKI menyasar kaum buruh dan di pedesaan menyasar para petani
miskin. Kader-kader PKI yang militan terlihat lebih agresif mengkampanyekan program-

program partainya dibanding partai-partai yang lain.

Karena pada Pemilu 1955 tidak satupun partai politik memperoleh kursi mayoritas
di DPR maka dalam pembentukan kabinet dilakukan koalisi. Melalui berbagai negosiasi
akhirnya terbentuk Kabinet Ali Sastroamidjojo-Moh. Roem-Idham Chalid. Kabinet tersebut
merepresentasikan unsur PNI, Masyumi, dan NU. Pemerintahan yang dibentuk oleh DPR
hasil Pemilu 1955 itu ternyata tidak dapat melaksanakan programnya juga. Pada awal
tahun 1957, Masyumi menarik menterinya dari Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kemudian
menyebabkan kabinet tersebut jatuh. Artinya pemerintahan yang didukung oleh DPR hasil

pemilu yang demokratis tidak menjamin tercapainya stabilitas politik.

Pada kenyataannya meski Pemilu 1955 berhasil dilaksanakan dan menghasilkan DPR
dan Konstituante yang legitimate, namun tujuan utama pemilu tidak tercapai. DPR yang
terbentuk melalui Pemilu 1955 tidak dapat berfungsi dengan baik dan kemudian dibubarkan
pada tanggal 4 Juni 1960 karena menolak RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Demikian
pula dengan Konstituante yang gagal merumuskan undang-undang dasar sehingga Presiden
Sukarno merasa perlu mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya
kembali UUD 1945. Dengan kata lain, Pemilu 1955 tidak bisa memperbaiki keadaan politik
Indonesia seperti yang diharapkan oleh rakyat.
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Meskipun demikian sebagai suatu pendidikan politik, Pemilu 1955 telah memberikan
pelajaran yang berharga kepada masyarakat tentang bagaimana menggunakan hak
politiknya. Bagi partai politik mereka belajar bagaimana cara efektif menarik simpati
rakyat dan memetakan basis pendukungnya. Sedangkan bagi pemerintah, Pemilu 1955
tersebut merupakan pengalaman yang dapat dijadikan panduan untuk pelaksanaan pemilu
selanjutnya. Semua kendala-kendala yang muncul pada Pemilu 1955 dikaji dan dicarikan

solusinya agar pada pemilu selanjutnya hal tersebut tidak terjadi lagi.
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